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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI ROKAN HILIR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 15 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonresia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009
tentang Recana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Riau Tahun 2009 Nomor 9);

Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah
Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi
Riau Tahun 2016 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Menetapkan :

dan
BUPATI ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ROKAN

HILIR TAHUN 2016-2021.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati Rokan Hilir yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah
Kabupaten Rokan Hilir.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB 11
SISTEMATIKA RECANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 2

RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program
SKPD dan lintas SKPD dalam jangka waktu lima (5) tahun dari Tahun 2016
sampai dengan 2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program
Bupati dengan mendasarkan pada arah pembangunan daerah dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

Pasal 3
RPJMD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 berfungsi sebagai :
a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD; dan
b. pedoman pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Sistematika Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi :

a. BAB 1 PENDAHULUAN

b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

c. BABIII GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BESERTA
KERANGKA PENDANAAN;

d. BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS;

e. BABV VISI DAN MISI;

f. BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

g. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN;

h. BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN;

i. BABIX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH;

j- BABX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN;

(2) Rincian Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 2017

BUPATI ROKAN HILIR,

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

SURYA ARFAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROPINSI RIAU :
(10.12.C/2017)



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016-2021

I. UMUM

RPJMD Kabupaten Rokan Hilir merupakan dokumen perencanaan
Kabupaten Rokan Hilir untuk periode 5 tahun yang dimaksud kan untuk
memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku
pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir dalam menyelenggarakan
pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat.

Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan memperhatikan RPJM
Nasional, RPJMD Provinsi Riau dan RTRW kabupaten/kota lainnya. RPJMD
digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan
RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional. Selain untuk mencapai sasaran
pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk
meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil
dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat arah
kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan
umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja
Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-
rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif.

Dalam kurun waktu RPJMD Kabuapten Rokan Hilir adalah S (lima)
tahun, yaitu tahun 2016-2021. RPJMD Kabuapten Rokan Hilir memuat
visi, misi, dan program Bupati yang dipilih secara langsung. RPJMD
Kabuapten Rokan Hilir dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabuapten Rokan Hilir yang merupakan rencana
pembangunan tahunan daerah Kabupaten Rokan Hilir. RKPD memuat



prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah yang
mencakup gambaran perekonomian Kabuapten Rokan Hilir secara
meyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk kerangka regulasi dan pendaan yang
bersifat indikatif.

RPJMD diwujudkan dalam visi, misi tujuan dan arah pembangunan
daerah. Visi pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran cita-
cita masyarakat Rokan hilir untuk pembangunan 5 (lima) tahun mendatang,
yaitu Terujudnya Rokan Hilir Sebagaimana kawasan Industri guna menuju
masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera. Pencapaian visi dilakukan
melalui perwujudan misi pembangunan jangka menengah yaitu : (a)
membangun masyarakat rokan hilir yang berbudaya melayu, berakhlak,
beriman dan bertagwa. (b) Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai
alternatif pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber
dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. (c).
mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan
derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat. (d).
Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada
masyarakat dan peningkatan iklim investasi. (e). Pembangunan infrastruktur
untuk pengembangan perekonomian diperdesaan dan perkotaan. Misi ini
dijabarkan ke dalam tujuan dan arah kebijakan pembangunan jangka
menengah daerah.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 berikut Lampiran-lampirannya
merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 -
2021.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 ¢ Cukup Jelas

Pasal 2 ¢ Yang dimaksud dengan Strategi Pembangunan adalah bahwa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah harus mempunyai
cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan dalam
bentuk strategi sehinggga dapat meningkatkan kinerja

Pasal 3 ¢ Yang dimaksud dengan Rencana Strategis adalah bahwa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah mempunyai suatu

proses dalam menetapkan rencana yang akan diambil

Pasal 4 ¢ Cukup Jelas

Pasal 5 :  Cukup Jelas



BAB III
EETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraluran Daerab i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap crang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannva dalam Lembaran Daerah Kebupaten Rolkan Hilir,

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 10 pepuant 2017

BUPATI ROKAN HILIR,
|

\

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal (D FEReuanl 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

i
| o

A

SURYA ARFAN

|
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PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang dituangkan ke dalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi
dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum,
program prioritas daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.

Dokumen ini merupakan hasil pengkajian dalam proses Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016-2021, yang telah
melewati mekanisme perencanaan secara tekhnokratis dan partisipatif untuk itu diharapkan
dokumen ini dapat dijadikan sebagai acuan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016-
2021, khususnya bagi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam menyusun RKPD
(Rencana Kerja Perangkat Daerah) untuk setiap tahunnya. Selain itu, dokumen RPJMD ini
diharapkan dapat juga dipergunakan sebagai instrumen keberhasilan pembangunan di
Kabupaten Rokan Hilir. Dokumen RPJMD ini terdiri dari sembilan bab yakni; pendahuluan,
gambaran umum kondisi daerah daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah dan
kerangka pendanaan, analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan
kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, penetapan indikator kinerja
daerah, serta pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan Dokumen
RPJMD ini dapat diselesaikan. Terima kasih, semoga Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini dapat menjadi dasar dan acuan dalam proses
Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir selama lima tahun ke
depan.

BUPATI ROKAN HILIR

H. SUYATNO

24
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. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan Pembangunan Nasional.
Tujuan pembangunan nasional secara eksplisit dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan suatu kegiatan perencanaan yang terstruktur,
terukur dan terintegrasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan
pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Peraturan ini merupakan
satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana
pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengatur tahapan, tatacara penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Peraturan
Pemerintah ini dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
yang mengamanatkan bahwa perencanaan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang dirumuskan secara
transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan
berwawasan lingkungan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir
merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
kedepan yakni tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Dokumen ini disusun dengan
mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan
Hilir, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Propinsi Riau, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), evaluasi
lingkungan strategis daerah, serta evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir periode sebelumnya.

Dokumen perencanaan tersebut merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah
dalam kurun waktu 2016-2021 yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Bupati Rokan
Hilir terpilin H. Suyatno, Amp dan Wakil Bupati Rokan Hilir terpilih Drs. H. Djamiludin yang
dilantik pada 8 Juni 2016. Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan
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pemerintahan yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan
kemampuan/kapasitas keuangan daerah. Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir
dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis,
desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh
unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir sebagai rencana kebijakan pembangunan
Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang sedang berkembang
serta mengakomodasikan perubahan internal dan eksternal yang terjadi di Kabupaten Rokan
Hilir, wilayah sekitar, nasional, maupun internasional. Pada lingkup nasional telah terjadi
perubahan sistem perencanaan yang menuntut penyesuaian berbagai pranata perencanaan
pembangunan di daerah sesuai dengan kondisi dan substansi masing-masing daerah dengan
harapan instrument tersebut dapat diimplementasikan untuk menjamin penyelenggaraan
pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RPJMD ini, peraturan perundang-perundangan yang menjadi rujukan
antara lain:

a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

b) Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, sebagai mana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000, tentang perubahan Undang-undang Nomor
53 Tahun 1999;

c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

e) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

f) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

g) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

h) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

i) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

j)  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

[)  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah;

m) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntasi Pemerintahan;
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintan Nomor. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);

aa) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019;

bb) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 27 tahun 2002 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2002-2012;

cc) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025.

1.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya

RPJMD Kabupaten berpedoman pada RPJPD Kabupaten, memperhatikan RPJM Nasional
dan RPJMD Provinsi serta memperhatikan rencana tata ruang wilayah yang ada.
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Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Sistematika Alur Perencanaan dan
Penganggaran

RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 mengacu pada Visi, Misi, sasaran dan arah
kebijakan RPJPD Kabupaten Rokan Hilir 2005-2025 khususnya pada penggalan ke 3 dan
awal penggalan ke 4 RPJPD kabupaten Rokan Hilir.

Selain itu, RPJM Daerah juga menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya RKPD menjadi bahan dalam
penyusunan RAPBD untuk selanjutnya menjadi APBD melalui proses Musrenbang. Secara
skematis, hubungan antara dokumen perencanaan dan anggaran ini dapat dilihat pada
Gambar 1.1.

1.4. Sistematika Dokumen RPJMD

Sistematika Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Babl.  Pendahuluan.

Bab Il.  Gambaran Umum Kondisi Daerah.

Bab Ill.  Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan.
Bab IV. Analisis Isu-Isu Strategis.

Bab V. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.

Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan.

Bab VIII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.

Bab VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
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Bab IX. Indikator Kinerja Daerah

Bab X. PedomanTransisi dan Kaidah Pelaksanaan.

1.5. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 ini disusun dengan maksud untuk menyediakan
acuan resmi bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan DPRD Kabupaten Rokan Hilir dalam
menyusun RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD sekaligus merupakan acuan penentu
pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. RPJM ini juga sebagai
acuan bagi DPRD Kabupaten Rokan Hilir dalam pembahasan berbagai Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir dan kebijakan lainnya yang terkait dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, isi dan substansinya
mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik
APBN maupun APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta sumber pembiayaan lain yang sah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka RPJM ini disusun dengan tujuan:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintahan daerah dan DPRD
dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD
Kabupaten dan sumber pembiayaan lain.

2. Menyediakan pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berisi tolok ukur
pembangunan yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja
tahunannya.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional
dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka
mewujudkan visi dan misi daerah.

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mencapai
tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami
dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang
waktu lima tahunan.
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. GAMBARAN UMUM
KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan kondisi geografi dan demografi serta
pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun
sebelumnya. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting
dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan
umum dan aspek daya saing daerah. Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan
pemahaman awal tentang keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan
mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan untuk
optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir. Gambaran umum
kondisi daerah akan menjadi dasar penyusunan identifikasi permasalahan pembangunan dan
isu-isu strategis pembangunan yang akan dijadikan sebagai basis atau pijakan dalam
merencanakan pembangunan pada lima tahun mendatang di Kabupaten Rokan Hilir.

Bab Il ini disusun dengan maksud menguraikan gambaran umum tentang kondisi daerah, yang
dilengkapi dengan data dan statistik tentang kondisi Kabupaten Rokan Hilir saat ini yang meliputi
aspek geografi dan demografi serta indikator pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah
pada periode yang lalu. Tujuan dari penyajian gambaran umum dan statistik dimaksud antara
lain adalah:

1. Untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan pada setiap aspek pembangunan,
sehingga memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Rokan Hilir untuk
menentukan arah kebijakan, strategi pembangunan dan penyusunan program pilihan
yang akan dilaksanakan pada periode lima tahun yang akan datang, sesuai dengan

skala prioritas yang sinkron dengan rumusan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati;

2. Untuk memudahkan penetapan target pembangunan dan meudahkan pengukuran
prestasi kerja Bupati dan Wakil Bupati pada saat menyampaikan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Akhir masa jabatan selama lima tahun yang akan datang.

Pada bahagian ini akan disampaikan secara detail gambaran umum kondisi daerah Kabupaten
Rokan Hilir, yang diawali dengan penggambaran kondisi geografis dan demografis Kabupaten
Rokan Hilir dan telaah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rokan Hilir, dan kemudian
dilanjutkan dengan gambaran umum kondisi daerah pada pencapaian pembangunan pada
aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
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21. Aspek Geografi dan Demografi
21.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

o Letak dan KondisiGeografis

KabupatenRokan Hilir merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Menurut
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, wilayah Kabupaten Rokan Hilir seluas 8.881,59 Kmz2.
Secara atronomis, Kabupaten Rokan Hilir terletak pada posisi 1014’ - 20 30’ Lintang Utara dan
100016’ - 101921’ Bujur Timur.

Gambarll-1: Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Rokan Hllir

a b uparten

K
ROKAN HILIR

Kabupaten Rokan Hilir Memiliki Batas-batas wilayah sebagai berikut:
e Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Melaka

e Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten

Rokan Hulu
e Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan

e  Sebelah Timur berbatasan Kota Dumai.

Secara adminsitrasi, Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2015 terdiri dari 18 Kecamatan, 178
desa, 15 Kelurahan, 1.338 RW dan 3.644 RT. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di
Kabupaten Rokan Hilir ditunjukkan pada Tabel II.1.

Tabel II-1: Jumlah Desal/kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015

1 Tanah Putih 15 2 131 318

2 Pujud 15 1 230 551

3 Tanah Putih Tanjung Melawan 5 14 52

4 Rantau Kopar 4 16 46

5 Tanjung Medan 13 145 329
Tz
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6 Bagan Sinembah 15 2 197 664
7 Bagan Sinembah Jaya 12 1
8 Balai Jaya 9 2
9 Simpang Kanan 6 49 153
10 Kubu 9 1 62 169
11 Pasir Limau Kapas 7 89 243
12 Kubu babussalam 11 54 137
13 Bangko 10 5 84 209
14 Sinaboi 5 13 49
15 Batu hampar 5 17 43
16 Pekaitan 10 53 136
17 Rimba Melintang 11 1 75 229
18 Bangko Pusako 16 109 316
Jumlah 2015 178 15 1.338 3.644
2014 169 14 1.338 3.644
2013 166 14 1.160 3.271

Sumber: BPS Rokan Hilir (Rokan Hilir Dalam Angka 2015)
e Topografi

Dilihat dari sisi topografi, wilayah daratan Kabupaten Rokan Hilir sebagian besar terdiri dari
dataran rendah dengan ketinggian antara 0-40 m di atas permukaan laut (dpl). Daerah pesisir
pantai memiliki ketinggian 0-6 m dpl dan dipengaruhi pasang surut air laut. Daerah sepanjang
aliran sungai memiliki ketinggian 0-30 m dpl. Daerah aliran Sungai Rokan mulai dari muara
hingga sekitar ibukota Kecamatan Rimba Melintang merupakan daerah pasang surut air laut.
Kemiringan lahan Kabupaten Rokan Hilir berkisar antara 0-15 persen, dan terdapat 80 persen
dari luas daratan dengan kemiringan 0-3 persen. Pada bagian selatan hingga ke barat daya atau
dari Kecamatan Tanah Putih hingga ke bagian selatan dari Kecamatan Bagan Sinembah
memiliki wilayah yang bervariasi antara datar-agak berombak hingga bergelombang dengan
kemiringan 0-5 persen sampai 8-15 persen dengan ketinggian antara 5-100 m dpl.

Kemiringan lahan Kabupaten Rokan Hilir berkisar antara 0-15 persen. Daerah dengan
kemiringan 0-3 persen meliputi 80 persen dari luas daratan. Pada bagian selatan hingga ke
barat daya atau dari Kecamatan Tanah Putih hingga ke bagian selatan dari Kecamatan Bagan
Sinembah memiliki wilayah yang bervariasi antara datar-agak berombak hingga bergelombang
dengan kemiringan 0-5 persen sampai 8-15 persen dengan ketinggian antara 5-100 m dpl.

e (Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Rokan Hilir terutama di wilayah bagian Barat dan Selatan didominasi
oleh batuan sedimen kuarter dengan sisipan batuan sedimen tersier. Struktur geologi di wilayah
ini memiliki lipatan yang merupakan lanjutan kondisi geologi Bukit Barisan.Kabupaten Rokan Hilir
memiliki kondisi kawasan yang cukup bervariatif berupa kawasan daratan, kawasan pesisir,
perairan laut, dan pulau-pulau kecil yang merupakan salah satu ekosistem penting yang
mendukung keberlanjutan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir. Kawasan pesisir dan perairan
laut merupakan ekosistem pendukung kehidupan biota perairan laut, termasuk biota-biota yang
dilindungi. Sebagai muara dari salah satu sungai yang terbesar di Provinsi Riau, maka kawasan

#1013



./.'".-"‘ [l

1[ aies [r. :.,.E.,._ _Ji,;:-;;-:&,avn--_.. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II

pesisir dan laut Kabupaten Rokan Hilir kaya akan sumber daya perikanan. Demikian pula halnya
pulau-pulau kecil yang sebagian diantaranya sesuai dengan luasnya berfungsi sebagai kawasan
yang dilindungi. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil nyatanya juga merupakan tempat
bermukim para nelayan yang sebagian besar merupakan masyarakat golongan ekonomi lemah.
Oleh karenanya pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan pesisir, perairan
laut, dan pulau-pulau kecil perlu diperkuat untuk mendukung keberlanjutan kehidupan nelayan
dan keanekaragaman biota yang perlu dilindungi.

e Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Rokan Hilir dipengaruhi oleh keberadaan 15 (lima belas) aliran
sungai yang ada. Sungai Rokan merupakan sungai utama dengan panjang 350 km dan
kedalaman 6-8 m yang melintasi Kecamatan Bangko, Rimba Melintang, dan Tanah Putih.
Sungai Rokan berasal dari dua cabang anak sungai yaitu Sungai Rokan Kanan dan Sungai
Rokan Kiri yang hulu anak sungainya di Pegunungan Bukit Barisan pada bagian timur
Kabupaten Tapanuli Selatan dan pada bagian barat Kabupaten Rokan Hulu. Tetapi saat ini
banyak anak sungai yang berada di hulu ini kekeringan dan tertutup oleh areal perkebunan.
Pemkab Rohil tidak mengizinkan usaha industri dijalankan di sepanjang Sungai Rokan untuk
menjaga kualitas air dan lingkungan sepanjang Sungai Rokan yang sangat strategis untuk
sumber air dan perekonomian.

e Klimatologi

Kabupaten Rokan Hilir beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan pada tahun 2011, 2012,
2013, 2014 dan 2015 masing-masing adalah 184,05; 161,51, 198,97;184,29; dan 156,87
mm/bulan, dan temperatur udara berkisar antara 220 — 35°C. Musim kemarau di daerah ini
umumnya terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, Juni dan Juli. Sedangkan musim
penghujan terjadi pada bulan April, Mei, Agustus sampai Desember. Jumlah hari hujan pada
tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015masing-masing adalah 64, 98, 129, 126 dan 95 hari.
Curah hujan setiap bulan dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar I1.2.
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Gambar 1I-2: Curah Hujan setiap Bulan pada Tahun 2011-2015 di Kabupaten Rokan Hilir

CURAH HUJAN DI KAB. ROHILTAHUN 2011-2015
400
350
300
250
200
150
100
50
0

—f—2011 2012 2013 2014 |=—#=2015

lan = Feb  Mar Apr Mei @ Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

—4—2011 158 |126,3 129,1 171 |144,7 656 59 @ 247 1283,1|353,7 263,7 2074
2012 98,31 1883 1332 1753 122,6 73,83 1448 1848 149 2343 1984 2354
2013 1292 189,7 139,9 251 150,6 69,83 109,8 173,7 192,2 2852 3192 3773
2014 103 90,8 85,55 132,4 211,8 107,5 74,72 271,8 229,8 257,7 348 2984
—#=2015 170,8 80,53 112,6 176 1843 9543 719 11055 1851 166,1 276,6 252,6

Sumber: BPS Rokan Hilir (Rokan Hilir Dalam Angka 2012 s.d. 2016)
e Penggunaan Lahan

Luas daratan di Kabupaten Rokan Hilir tercatat 888.159 ha. Penggunaan lahan di Kabupaten
Rokan Hilir lebih banyak untuk perkebunan, pekarangan untuk bangunan, dan tegal/kebun.
Perubahan penggunaan lahan yang terbesar terjadi pada lahan yang digunakan untuk
pekarangan (lahan bangunan), dimana tahun 2013 masih seluas 80.094 ha, menjadi 340.612
pada tahun 2014 dan 346.360 ha tahun 2015, yaitu kenaikan lebih dari 4 kali lipat. Hutan negara
terus merosot dari 91.747 ha pada tahun 2011 menjadi 20.948 ha pada tahun 2015, yaitu
merosot 70.799 ha dalam waktu 5 tahun.

Tingginya alih fungsi lahan dan hutan merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan
lingkungan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Alih fungsitersebut dipergunakan untuk kegiatan
perkebunan, pertanian, industri perkayuan, permukiman, dan perladangan. Umumnya alih fungsi
lahan tersebut terjadi di bagian hulu, tengah, dan hilir DAS yang sebagian diantaranya tidak
mengindahkan konsep konservasi.

Untuk lebih jelas penggunaan lahan di Kabupaten Rokan Hilir digambarkan pada Gambar 1-3.

5
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Gambar 1I-3: Penggunaan Lahan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014

PENGGUNAAN LAHAN DI KAB. ROKAN HILIR TAHUN 2011 - 2015
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Sumber: BPS Rokan Hilir (2011-2015)

Perubahan fungsi lahan secara tidak terkendali selain berpotensi menyebabkan bencana banijir
dan genangan di wilayah hilir karena berkurangnya daerah resapan air serta perubahan lahan
pertanian di daerah tangkapan air. Hal tersebut juga menimbulkan kerusakan badan sungai
berupa longsoran dan abrasi tebing dan tanggul sungai oleh aktifitas bongkar-muat bahan dan
produk industri; pendangkalan sungai yang menimbulkan dampak berkurangnya panjang alur
sungai efektif yang dapat dilayari; pencemaran badan sungai oleh limbah industri dan penurunan
keanekaragaman hayati. Terjadinya alih fungsi lahan diindikasikan dengan semakin luasnya
lahan terlantar yang tidak dikelola, sebagaimana diindikasikan dengan meningkatnya luas
lahanlahan tidur dan terbentuknya padang rumput.

Alih fungsi lahan hutan menjadi lahan budidaya dan perkebunan turut meningkatkan produksi
pertanian. Meskipun demikian, tidak sedikit pula menyebabkan lahan-lahan terlantar.Keberadaan
lahan terlantar ini menciptakan lahan kritis di beberapa bagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
Pembukaan hutan sekunder untuk keperluan lahan pertanian dan kebun penduduk telah
menyebabkan terbentuknya lahan-lahan kritis oleh karena lahan garapan tersebut tidak
dipelihara dengan baik dan ditinggalkan untuk berpindah ke lokasi lainnya. Lahan yang
ditinggalkan berubah menjadi semak belukar dan alang-alang, sehingga tidak mampu menahan
air lebih lama untuk diresapkan ke dalam tanah. Lahan kritis yang luasnya mencapai ratusan ribu
hektar perlu dipulihkan dan difungsikan secara lestari.

Dimana Kawasan bagian Utara dan Timur Kabupaten Rokan Hilir sebagian besar merupakan
lahan gambut yang terdiri dari rawa gambut air tawar dan rawa gambut pasang-surut. Walaupun
lahan gambut bersifat miskin unsur hara esensial, namun memiliki kemampuan untuk
menyimpan dan mengatur aliran air permukaan. Kecenderungan penurunan luas lahan gambut
di kawasan bagian timur merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang harus diatasi,
terutama untuk mempertahankan fungsinya sebagai kawasan retensi air.Selain itu, kawasan ini
juga rawan terhadap bahaya kebakaran di musim kemarau akibat pembukaan lahan gambut
perkebunan dan pertanian oleh masyarakat dan perusahaan.
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2.1.2. Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002-2012, telah ditetapkan struktur ruang
dan pola ruang Kabupaten Rokan Hilir untuk mendukung pengembangan wilayah dan
pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan telaah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rokan
Hilir telah ditetapkan struktur ruang sebagai berikut:

» Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di wilayah Bagan Siapi-Api

» Pusat Kegiatan Wilayah Perkotaan (PKWP) di wilayah Bagan Batu

» Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan (PKL Perkotaan) di wilayah Ujung Tanjung

» Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di wilayah Sinaboi

» Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di wilayah Teluk Merbau, Sedinginan dan Panipahan

» Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di wilayah Rimba Melintang, Bangko Kanan,
Kampung Melayu, Pujud dan Simpang Kanan.

Potensi pengembangan wilayah lainnya berdasarkan struktur dan pola ruang dijelaskan sebagai
berikut.

e Kawasan Budidaya Perkebunan

Kawasan yang berfungsi untuk meningkatkan hasil-hasil perkebunan bagi kepentingan negara,
masyarakat dan dunia usaha. Kawasan ini diarahkan pada kawasan yang secara teknis dan
kesesuaian lahannya dapat digunakan untuk tanaman perkebunan dengan kemiringan antara 8 -
25% di luar kawasan lindung. Kawasan perkebunan di Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari
perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar swasta tersebar di
Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kubu, Bangko, Sinaboi, Rimba Melintang, Bangko Pusako,
Bagan Sinembah, Tanah Putih, Pujud, Tanah Putih Tanjung Melawan, dengan Luas 215.734,30
Ha. Sedangkan perkebunan rakyat tersebar di seluruh kecamatan dengan luas 160.451 Ha.

e Kawasan Cepat Tumbuh

Kawasan cepat tumbuh di kabuapten Rokan Hilir diklasifikasikan dalam tiga kawasan yaitu
Perkotaan Sedang, Perkotaan Kecil dan Pemukiman Pedesaan yang menjadi perkotan kecil.
Klasifikasi daerah perkotaan sebagai pusat pemukiman dan aktivitas masyarakat yang dapat
dilihat pada table berikut:

Tabel II-2: Klasifikasi Perkotaan Menurut Jumlah Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir

Perkotaan Sedang 100.001 - 500.000  Perkotaan Bagan Siapiapi
Perkotaan Ujung Tanjung
Perkotaan Bagan Batu

Perkotaan kecil 10.001 - 100.000 Perkotaan Tanjung Lumba-lumba
Perkotaan Panipahan
Perkotaaan Teluk Pulai
Perkotaan Balam Sampurna
Perkotaan Balai Jaya
Perkotaan Bahtera Makmur
Perkotaan Pasir Putih
Perkotaan Bagan Sinembah
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Perkotaan Simpang Kanan
Perkotaan Sinaboi
Perkotaan Sedinginan
Perkotaan Banjar Xl
Perkotaan Sintong
Perkotaan Sekeladi
Perkotaan Rantau Kopar
Perkotaan Pujud
Perkotaan Sei Arang-arang
Perkotaan Tanjung Medan
Permukiman 5.001 -10.000 Perdesaan Rimba Melintang
Perdesaan yang Perdesaan Bangko Jaya
:\(’I::ijlad' Perkotaan Perdesaan Bangko Sampurna
Perdesaan Bangko Kiri
Perdesaan Rantau Bais
Perdesaan Teluk Nayang
Perdesaan Melayu Besar

e Kawasan Pusat Pemerintahan

Meliputi Kecamatan Bangko dengan ibukota Bagan siapiapi tepatnya di batu 6 Kawasan ini
merupakan pusat penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menarik perkembangan aktivitas
ekonomi/bisnis.

e Kawasan Sentra Perternakan dan Perikanan

Pengembangan kawasan perikanan, selain pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat, kedepan
dicadangkan untuk investasi pihak swasta/dunia usaha. Areal pengembangan investasi
perikanan diarahkan pada lokasi yang jauh dari permukiman nelayan dan potensial untuk
kegiatan budidaya perikanan.

Kawasan perikanan di Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari perikanan darat dan perikanan pesisir
laut. Pengembangan kawasan perikanan ditujukan untuk mendukung kebijakan kawasan sentra
produksi perikanan yang telah ditetapkan, serta mengembalikan nilai histroris Bagansiapiapi
sebagai salah satu sentra produksi perikanan di Indonesia. Untuk mewujudkan hal ini perlu
adanya peningkatan pola usaha masyarakat nelayan dan pola kebiasaan kegiatan perikanan
masyarakat yang berupa perikanan tangkap, ditingkatkan menjadi perikanan budidaya perikanan
darat. Perikanan darat tersebar di Kecamatan Rimba Melintang, Bangko Pusako, Bagan
Sinembah, Tanah Putih, Pujud, dan Tanah Putih Tanjung Melawan. Sedangkan perikanan
pesisir laut terdapat di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kubu, Bangko, dan Sinaboi.

e Kawasan Pertanian

Pertanian lahan basah

Kawasan ini merupakan kawasan yang secara teknis dan kesesuaian lahannya dapat digunakan

untuk pertanian lahan basah, memiliki kemiringan lahan kurang dari 8% di luar kawasan Iin;‘ifung
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dan di luar kawasan budidaya lainnya. Secara ruang dapat memberikan manfaat, lapangan
kerja, pendapatan dan sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan produksi pangan dan
mendayagunakan investasi yang ada. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan
lahan basah ini dikaitkan dengan kebijakan pengembangan kawasan sentra produksi beras dan
mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Rokan Hilir hingga tahun 2030 (akhir tahun
perencanaan). Kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten Rokan Hilir tersebar di Kecamatan
Kubu, Bangko, Sinaboi, Rimba Melintang, Bangko Pusako, Bagan Sinembah, Tanah Putih,
Pujud, Tanah Putih Tanjung Melawan. Dengan luas 503.645,90 Ha dan 44.633,20 Ha.

Pertanian Lahan Kering

Pertanian lahan kering yaitu jenis tanaman padi-padian, palawija dan hotikultura. Berdasarkan
pada kebijakan dari Dinas Pertanian Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Tanah Putih diarahkan
sebagai kawasan sentra produksi buah-buahan. Kawasan ini secara teknis dan kesesuaian
lahannya dapat digunakan untuk pertanian lahan kering dengan kemiringan kurang dari 8% dan
tidak berada di kawasan lindung. Kawasan pertanian lahan kering tersebar di Kecamatan Kubu,
Bangko, Sinaboi, Rimba Melintang, Bangko Pusako, Bagan Sinembah, Tanah Putih, Pujud,
Tanah Putih Tanjung Melawan, dengan luas 82.827 Ha.
a) Kawasan Pertambangan

Kawasan pertambangan di Kabupaten Rokan Hilir adalah bahan galian C yang terdapat di
Kecamatan Tanah Putih dan Pujud.
b) Kawasan Strategis

Kawasan strategi yang diamanatkan dalam RTRW Kabupaten Rokan Hiir dapat dilihat pada
table berikut:

Tabel II-3: Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di Kabupaten Rokan Hilir
Kawasan Strategis dari
Sudut Pertumbuhan
Ekonomi

No. Kawasan Strategis Kabupaten

Potensi Pengembangan

1. = Bagan Siapiapi dan Kawasan peruntukan sentra = Kawasan sentra produksi (KSP)
sekitarnya (Kecamatan produksi dan kawasan Perikanan
Bangko); prospektif pengembangan
= Kecamatan Pasir Limau investasi
Kapas;
= Kubu;
=  Sinaboi.
2 = Kec. Rimba Melintang; Kawasan peruntukan sentra = Kawasan sentra produksi (KSP)
= Kec. Bangko produksi dan kawasan padi/berasras.
= Kec. Pekaitan prospektif pengembangan
= Kec. Kubu investasi
= Kec. Sinaboi.
3. = Kec. Pasir Limau Kapas Kawasan peruntukan sentra = Kawasan sentra produksi (KSP)
= Kec. Kubu produksi dan kawasan kelapa
prospektif pengembangan
investasi
4, = Kec. Bagan Sinembah Kawasan peruntukan sentra = Kawasan sentra produksi (KSP)
= Kec. Pujud produksi dan kawasan kelapa sawit.
= Kec. Tanah Putih prospektif pengembangan
investasi
5. = Kawasan Ujung Tanjung Kawasan potensi ekonomi = Kawasan peruntukan

(Kec. Tanah Putih).
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= Kawasan Bagan Punak (Kec ' cepat tumbuh pengembangan agroindustri
Bangko)

=  Kawasan Bagan Batu (Kec. = Kawasan pusat jasa dan
Bagan Sinembah) perdagangan jasa

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Rokan Hilir

c) Kawasan Kehutanan

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu
memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata
air, pencegahan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Secara fisik kawasan kriteria hutan
lindung dengan tingkat keanekaragaman hayati sesuai dengan RTRW Provinsi Riau 2008 -
2027. Kawasan hutan lindung dialokasikan seluas 42.360 Ha (4,70%) dengan fungsi melindungi
kawasan di bawahnya (hidro-orologis) hulu sungai Rokan. Kawasan ini terletak di Kecamatan
Tanah Putih atau sebelah selatan dari Kabupaten Rokan Hilir.

e (Cagar alam Pulau Berkey

Kawasan suaka alam di Kabupaten Rokan Hilir terdapat kawasan cagar alam Pulau Berkey di
Kecamatan Bangko dengan luas 4.212 Ha atau 3,89% dari luas kabupaten. Sesuai dengan SK
Penunjukan Memperta No. 13/3/1986 dengan luas 500 Ha, sedangkan sebagai fungsi
penyangga maka ditetapkan seluruh luas Pulau Berkey. Fungsi kawasan ini adalah untuk
melindungi keanekaragaman satwa (aneka burung laut) dan tumbuhan serta ekosistemnya yang
juga berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan
pembangunan pada umumnya.

e Kawasan perlindungan penyu

Kawasan ini berada di Kecamatan Pasir Limau Kapas, kawasan ini diarahkan untuk melindungi
keberadaan habitat penyu yang juga berfungsi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan
pembangunan pada umumnya.

e Kawasan pelestarian alam

Kawasan ini merupakan taman wisata alam danau laut Napangga yang berada di Kecamatan
Pujud dengan luas 1.700 Ha. Kawasan ini berfungsi untuk melindungi keberadaan danau laut
Napangga sebagai tempat berkembang biaknya berbagai ikan arwana, di samping sebagai
tempat wisata alam yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

e Kawasan lindung lainnya

Termasuk kawasan lindung yaitu kawasan pantai/pulau berhutan bakau yang berada di
Kecamatan Pasir Limau Kapas, Bangko, Sinaboi, Tanah Putih Tanjung Melawan. Dengan luas
19.087 Ha, kawasan ini minimal 130 kali nilai rata-rata air pasang terendah tahunan diukur dari
garis pasang surut terendah ke arah darat. Kawasan ini berfungsi melindungi keberadaan hutan
bakau sebagai pembentuk ekosistem pesisir dan tempat berkembang biaknya berbagai biota
laut, di samping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut dan perlindungan usaha
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budidaya di belakangnya. Selain itu di Kabupaten Rokan Hilir terdapat kawasan pulau-pulau kecil
dengan luas < 10 Ha yang berada di Kecamatan Pasir Limau Kapas, seluas 30,24 Ha. Kawasan
lindung ini difungsikan untuk melestarikan ekosistem khas pulau dan sekitarnya bagi kawasan
darat pulau, kawasan pesisir, dan perairan laut dibawahnya.

Untuk pengembangan wilayah Kabupaten Rokan Hilir dimasa mendatang, juga perlu
mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi
Riau. Berdasarkan Raperda RTRW Provinsi Riau Tahun 2010-2030, beberapa yang perlu
diperhatikan untuk pengembangan wilayah di Kabupaten Rokan Hilir adalah:

e Rencana Pelabuhan Nasional di Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir,

e Pelabuhan Khusus Industri, akan dikembangkan di pulau Jemur (Gugusan Kepulauan
Aruah) di Kabupaten Rokan Hilir,

e Kawasan Hutan Lindung (HL) dipertahankan di perbatasan Riau bagian Barat dengan
luas total: 228.793,82 Ha yang tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi, Kampar, dan
Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, perbatasan Kota Siak - Kabupaten Bengkalis

e Mempertahankan Kawasan Lindung Kubah Gambut (LGb) di Kabupaten Rokan Hilir
(terutama Kecamatan Kubu),

e Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari jalur hijau penahan intrusi air laut diarahkan
di kawasan pesisir se Provinsi Riau.

e Kawasan Sempadan Pantai tersebar di sepanjang pantai Timur wilayah Riau dan Pulau-
pulau termasuk di Kabupaten Rokan Hilir,

e Kawasan Hutan Suaka Alam, terdiri dari Kawasan Cagar Alam (CA) termasuk CA Pulau
Berkey (Kabupaten Rokan Hilir). Kawasan Hutan Pelestarian Alam termasuk di Kawasan
Pantai Berhutan Bakau (Bk) Kabupaten Rokan Hilir,

e Rencana Pola Kawasan Lindung Ruang Lautan Provinsi Riau adalah Kawasan
Berbahaya bagi Pelayaran di Kabupaten Rokan Hilir (pada kawasan perbatasan
Indonesia — Malaysia, di perairan Selat Malaka)

e Untuk Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Daratan Provinsi Riau mencakup
kawasan peruntukan industri di Kabupaten Rokan Hilir (Bagan Punak),

e Sedangkan Rencana Pola Kawasan Budidaya Lautan Provinsi Riau yang mencakup
Kawasan Penangkapan lkan di Kabupaten Rokan Hilir,

e Kawasan Budidaya Perikanan Laut Kabupaten Rokan Hilir

e Kawasan Kegiatan Wisata Laut Kabupaten Rokan Hilir, di perairan sekitar Pulau Jemur.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Rokan Hilir juga menghadapi permasalahan pencemaran badan sungai dan pesisir
pantai oleh kegiatan industri dan permukiman yang berada di sepanjang badan sungai dan
pantai Timur. Kegiatan industri hulu yang mengolah sumber daya hutan, perkebunan, dan
pertambangan, seperti industri pengolahan kelapa sawit, crumb rubber, plywood, pulp dan
kertas, permukiman penduduk, kegiatan komersial dan jasa, dan lainnya yang terkadang
membuang limbahnya ke badan sungai telah menurunkan kualitas air sungai dan pesisir.
Pencemaran badan sungai oleh sumber-sumber domestik, industri, dan kegiatan lainnya yang
berlokasi di sepanjang sungai dan dalam DAS memberikan dampak terhadap pemanfaatan
sumber daya air tersebut bagi kebutuhan masyarakat, dimana sebagian penduduk yang
bermukim di tepi sungai memanfaatkannya untuk keperluan MCK.
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Permasalahan lingkungan yang dihadapi Kabupaten Rokan Hilir sejak beberapa tahun terakhir
dan berlangsung secara berkala adalah perubahan pola iklim yang tak menentu yang cenderung
meningkatkan suhu bumi dan dampak kebakaran hutan pada musim kemarau yang telah
mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial serta kondisi kesehatan seluruh pihak di Kabupaten
Rokan Hilir, bahkan hingga ke negara tetangga terdekat. Kebakaran hutan terutama disebabkan
oleh kebiasaan masyarakat dan perusahaan melakukan pembersihan lahan untuk
pengembangan areal pertanian, perkebunan, dan kehutanan, dimana pengawasan dan

penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut masih belum optimal.

Gambar II-4. Jumlah hotspot di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2015
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Data jumlah hotspot di Provinsi Riau dan Kabupaten Rohil tahun 2011-2015 yang disajikan pada
gambar di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2011 sampai tahun 2013, kecenderungan jumlah
hotspot terus bertambah. Tetapi, setelah tahun 2013, yaitu tahun 2014 dan 2015 turun secara
signifikan. Upaya-upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan tampaknya membuahkan hasil
yang cukup baik.

Walaupun belum memberikan hasil yang memadai bagi pengendalian dan penanggulangan
kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, namun dapat dicatat telah dilakukan berbagai
upaya menuju terwujudnya kualitas lingkungan yang lebih baik di Kabupaten Rokan Hilir.
Beberapa upaya ke arah lingkungan yang lestari antara lain dilaksanakan melalui pengelolaan
tata guna lahan dan tata guna air; pengendalian pencemaran terhadap badan perairan;
peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga
kelestarian lingkungan; serta peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan
hidup.

21.4. Demografi

Penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2015 adalah 644.680 jiwa, dengan laju
pertumbuhan penduduk selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000 — 2010 sebesar
4,58 persen per tahun. Sedangkan rasio jenis kelaminnya adalah 105,67 yang artinya dari setiap
100 penduduk perempuan rata-rata terdapat 106 penduduk laki-laki. Rasio Jenis Kelamin
Kecamatan Sinaboi 109,36 berarti dari 100 penduduk perempuan akan terdapat 110 penduduk

laki-laki di Kecamatan Sinaboi. Kecamatan Pekaitan memiliki rasio jenis kelamin terendah, Xaitu
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100,59. Kepadatan penduduk per kilometer menunjukkan bahwa Kecamatan Bagan Sinembah
menempati urutan tertinggi yaitu 170 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Rantau
Kopar dan Batu Hampar menempati urutan terendah yaitu 25 dan 29 jiwa per kilometer persegi.
Jumlah penduduk Kecamatan Bangko menempati urutan tertinggi, yaitu 79.554 jiwa, kemudian
Kecamatan Bagan Sinembah73.255 jiwa, Kecamatan Tanah Putih67.232 jiwa, Kecamatan
Bangko Pusako61.080 jiwa, dan Kecamatan Rantau Kopar memiliki jumlah penduduk terendah,
yaitu 6.556 jiwa.

Jika dilihat perkembangan jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin, jumlah
penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan pada
seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

Gambar 1I-5: Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Menurut Jenis Kelamin 2015
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Tanah

Tanah Putih Rantau [Tanjung Bagan | Bagan Balai |Simpan Pasir | Kubu Batu |Pekaita lel)a Banggk
Pujud Tamung Sinemb |Sinemb Kubu | Limau Babussa Bangko |Sinoboi Melinta

Putih Kopar | Medan Jaya |gKanan Hampar| n
ah  |ahRaya Kapas | lam ng Pusako

n

1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Perempuan 32.710 [17.208 | 6.858 | 3.190 |19.118 [35.640 |14.657 | 9.436 |29.495 10.559 |18.930|11.136|38.705 | 6.289 | 4.067 | 7.721 |18.217|29.717

m Laki Laki 34.522 [18.161| 7.238 | 3.366 |20.177 37.615 |15.469| 9.958 |31.129 |11.144|19.979 |11.752 [40.849 | 6.637 | 4.293 | 8.149 |19.226 31.363

Sumber; BPS Kabupaten Rokan Hilir (2016)

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, jumlah rumahtangga di Kabupaten Rokan Hilir
juga cenderung meningkat. Jumlah penduduk dan rumahtangga di Kabupaten Rokan Hilir
tersebar pada 18 kecamatan. Kecamatan dengan jumlah rumahtangga terbanyak terdapat di
Kecamatan Sinembah, Kecamatan Pujud dan Kecamatan Bangko. Sementara itu kecamatan
dengan jumlah Rumah Tangga yang relatif sedikit adalah Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan
Batu Hampar, dan Kecamatan Sinaboi.
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Gambar 11-6: Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2014
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Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2015)

Perkembangan penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Rokan Hilir memperlihatkan
komposisi jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-54 tahun) selama lima tahun
terakhir jauh lebih besar daripada jumlah penduduk usia belum dan tidak produktif. Hal ini
mengindikasikan bahwa Kabupaten Rokan Hilir mengalami era bonus demografi. Kondisi ini
diperkirakan akan berlangsung sampai dengan tahun 2035. Potensi dan peluang ini harus
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan pembangunan Kabupaten
Rokan Hilirdi segala bidang. Bonus demografi mengandung pengertian bahwa tingginya tingkat
produktivitas sumberdaya manusia di Kabupaten Rokan Hilir apabila memiliki etos kerja dan
sikap (moralitas) yang baik. Sebaliknya apabila etos kerja dan sikap kurang baik, bonus
demografi dapat memberikan efek negatif bagi pembangunan.

Gambar [I-7: Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur DiKabupaten Rokan
Hilir Tahun 2011 - 2014
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2015 78,757 | 72,690 | 70,243 62,115 55,177 55,012 | 50,996 | 48,654 42,520 34,514 |26,549 19,308 11,774 6,807 | 4,554 | 5,001
(%2014 77,811 | 70,882 | 68,757 | 61,403 | 54,717 | 53,536 | 50,148 | 47,351 40,699 | 32,728 | 24,999 | 18,016 | 10,793 | 6,334 | 4,324 | 4,735
w2013 75,985 | 69,864 | 67,243 | 60,992 53,885 52,267 | 49,134 45919 38,852 30,971 23,537 16,701 | 9,897 | 5944 | 1,098 | 1,490
2012 74,098 | 68,794 | 65804 | 60,757 52,749 5113148191 44,229 36,988 29,267 22132 |15404 | 9089 | 5622 | 3,879 | 4,269
m2011]72,147 | 67,598 | 64,325 | 60,477 | 51,317 | 50,001 | 47,164 | 42,384 | 35,097 | 27,613 | 20,721 | 14,155 | 8,363 | 5,337 | 3,664 | 4,056

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2015)
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2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.21. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi.

Analisis kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator
pertumbuhan PDRB, laju inflasi,PDRB per kapita, indeks gini,persentase penduduk diatas garis
kemiskinan, dan angka kriminalitas yang tertangani.

2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa
yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai
aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi
yang dimiliki residen atau non residen.

2.2.1.2. Perkembangan PDRB

Secara makro perkembangan PDRB Rokan Hilir selama kurun waktu 2010 — 2015 baik atas
dasar harga berlaku maupun atas harga konstan 2010 sudah mulai memperlihatkan
perkembangan yang cukup baik. Besarnya PDRB atas dasar harga berlaku Rp 39.964,30 milyar
pada tahun 2010 Rp 65.274,30 milyar pada tahun 2013 dan kemudian meningkat Menjadi Rp
74.736,82 milyar pada tahun 2015. Demikian juga halnya dengan keadaan PDRB atas dasar
harga konstan 2010 cenderung meningkat dengan cukup baik dari tahun 2010 - 2015. Pada
tahun 2010 PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp 39.964, 30 milyar, meningkat
menjadi Rp 42.450,89 milyar pada tahun 2013 dan Rp 44.153,18 milyar pada tahun 2015.

Besarnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir selama periode 2011 — 2015 cukup
menggembirakan walaupun mengalami perlambatan di tahun 2015. Kinerja ekonomi Kabupaten
Rokan Hilir pada tahun 2011 hingga 2015 mengalami peningkatan yang cukup berarti dengan
laju pertumbuhan 0,01 persen, 3,65 persen,2,38 persen, 4,10 pesen dan 1,0 prsen. Secara rata-
rata pertumbuhan ekonomiKabupaten Rokan Hilir dari tahun 2011 hingga 2015 adalah sebesar
2,23 persen pertahun.
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Gambar II-8: Perkembangan Nilai PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan (Tahun dasar
2010) Beserta Pertumbuhannya di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010 — 2014

80.000,00
70.000,00

60.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00

0,00

-10.000,00

2010 2011 2012 2013 2014

W PDRB Harga Berlaku (Juta | 59 50/ 30 | 4975720 | 5895370 | 65.274,30 | 74.736,80

Rupiah)
W PDRB Harga Konstan (uta | 59 g0/ 5 | 30.960,80 | 41.418,20 | 4245000 | 44.153,20
Rupiah)
[
Pertumbuhan PDRB Harga 245 18,48 10,72 145
Berlaku (Persen)
Pertumbuhan PDRB Harga 0,01 3,65 2,49 4,01

Konstan (Persen)

Sumber; BPS Kabupaten Rokan Hilir (2015)

Tabel ll-4: Perkembangan PDRB Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 - 2015

1 Pertanian, Kehutanan, Perikanan 11,810.60 13,159.30 14,579.00 15,813.90 18,186.30

2 Pertambangan dan Penggalian 19,587.10 26,864.40 3282540  36,744.90 42,140.60

3 Industri Pengeolahan 5,843.10 6,662.10 8,192.80 8,994.50 10,006.30

4  Pengadaan Listrik dan Gas 6.3 6.1 6.1 6 8.1

5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 36 3.1 2.9 2.7 2.8
Daur Ulang

5  Konstruksi 351.1 3728 377.3 4332 498.1

6  Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 1,511.40 1,687.80 1,845.80 2,024.10 2,443.00
dan Sepeda motor

7  Transportasi dan Pergudangan 459 48.8 55 61.6 70.9
Penyediaan Akomodasi dan Makan minum 56.6 65.3 76.3 100.5 161.8
Informasi dan Komunikasi 85.3 95.9 109.8 118.4 144.6

8 | Jasa Keuangan dan Asuransi 61.2 107.9 134.2 156.1 185.1
Real Estat 124.7 144.9 164 176.9 194.9
Jasa Perusahaan 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan 296.2 334.1 364.8 404.8 4185
Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 95.2 106 115.9 1218 134
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 21.6 24 27.9 30.6 36.6

9 | Jasalainnya 63.9 747 76.4 84.3 105.2

Total PDRB 39.964,3 49.757,2 58.953,7 65.274,3 74.736,8

Sumber:; BPS Kabupaten Rokan Hilir (2016)

Secara umum struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan nilai PDRB harga
berlaku tahun 2010 pada periode 2010-2015 terlihat mengalami peningkatan, yang ditandai oleh
peran sektor pertambanganyang selalu meningkat setiap tahunnya., Pada sisi lain, kontribusi
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sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang merupakan sektor yang memiliki kontribusi
terbesar kedua setelah pertambangan dan penggalian memiliki kecenderungan meningkat, juga
sektor industri pengolahan dan jasa-jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut
merupakan sektor yang kuat dan dapat dijadikan sebagai basis pengembangan perekonomian
Kabupaten Rokan Hilir dimasa mendatang.

Tabel II-5: Perkembangan PDRB Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Konstan tahun
2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 - 2015

1 Pertanian, Kehutanan, Perikanan 11,810.60 | 1249420 | 1322220 | 13,780.70 | 14,640.30
2 Pertambangan dan Penggalian 19587.10 | 18,169.60  18,007.60 1756540  17,788.90
3 Industri Pengeolahan 5,843.10 6,310.20 6,968.40 7,630.80 8,033.10
4 | Pengadaan Listrik dan Gas 6.3 7 76 78 8.3
5  Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 3.6 36 36 37 37
Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi 351.1 384.6 426.3 461.4 518.6
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 1,511.40 1,641.90 1,766.60 1,914.10 2,003.00
Mobil dan Sepeda motor
Transportasi dan Pergudangan 459 41.6 524 57.4 61.5
Penyediaan Akomodasi dan Makan minum 56.6 61.4 67.3 734 79.9
10 | Informasi dan Komunikasi 85.3 94.1 102.9 1134 1242
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi 61.2 101.5 1145 126.4 142
12  Real Estat 1247 1315 1385 146.1 154.4
13 | Jasa Perusahaan 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan 296.2 322.8 338.1 356.7 365.3
Jaminan Sosial Waijib
15 | Jasa Pendidikan 95.2 98.8 104 108.5 114.9
16 = Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 21.6 235 256 213 29.3
17 | JasalLainnya 63.9 68.3 726 777 85.6
Total PDRB 39.964,3 39.960,8 41.418,2 42.450,9 44.153,2

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2016)

Secara umum struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan nilai PDRB harga
konstan tahun 2010 pada periode 2010-2015 terlihat mengalami sedikit pergeseran, yang
ditandai oleh peran sektor pertambangan semakin menurun, meskipun kontribusinya masih yang
terbesar. Sedangkan kontribusi sektor pertanian dan industri, meskipun berada pada urutan
kedua dan ketiga, semakin meningkat yang diikuti oleh peningkatan kontribusi pada sektor
sekunder dan tersier lainnya.

Pada sisi lain, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang merupakan sektor
yang memiliki kontribusi terbesar kedua setelah pertambangan dan penggalian memiliki
kecenderungan meningkat, juga sektor perdagangan, industri pengolahan dan jasa-jasa. Hal ini
mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang kuat dan dapat dijadikan
sebagai basis pengembangan perekonomian Kabupaten Rokan Hilir dimasa mendatang.
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Tabel I-6: Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 - 2015

No Sektor 2010 2011 2012 2013 2015
1 | Pertanian, Kehutanan, Perikanan 29.55 26.45 24.73 24.23 2433
2  Pertambangan dan Penggalian 49.01 5399  55.68 56.39
3 | Industri Pengeolahan 14.62 13.39 13.90 13.78 13.39
4  Pengadaan Listrik dan Gas 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00

Daur Ulang
5  Konstruksi 0.88 0.75 0.64 0.66 0.67

6 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 3.78 3.39 3.13 3.10 3.27
Sepeda motor

7 Transportasi dan Pergudangan 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09
Penyediaan Akomodasi dan Makan minum 0.14 0.13 0.13 0.15 0.22
Informasi dan Komunikasi 0.21 0.19 0.19 0.18 0.19

8 | JasaKeuangan dan Asuransi 0.15 0.22 0.23 0.24 0.25
Real Estat 0.31 0.29 0.28 0.27 0.26
Jasa Perusahaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan 0.74 0.67 0.62 0.62 0.56
Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 0.24 0.21 0.20 0.19 0.18
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

9 | JasaLainnya 0.16 0.16 0.15 0.13 0.14

Total PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2015)

Distribusi persentase PDRB Rokan Hilir berdasarkan harga berlaku pada tahun 2010-2015
mengalami sedikit pergeseran, dimana sektor yang memberikan distribusii terbesar masih di
tempati oleh sektor pertambangan dan penggalian serta diurutan kedua ada sector pertanian
yang trend nya mengalami penurunan setiap tahunnya. Sedangkan untuk Harga berlaku
berlawanan terbalik dengan harga konstan dimana sektor yang memberikan distribusi terbesar
masih di tempati oleh sector pertambangan dan penggalian tetapai mengalami trend yang
menurunan selama rentang tahun 2010-2015 sedangkan sektor pertanian memberikan trend
yang positip terhadap distribusi PDRB yang mana selalu mengalmi kenaikan setiap tahunnya.
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Gambar 11-9: Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Konstan MenurutLapangan Usaha Tahun 2010 - 2015
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Gambar 11-10: Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2015
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Gambar 11-11: Pertumbuhan PDRB DMGS dan TMGS Kabupaten Rokan Hilir, Riau dan
Indonesia Tahun 2010 — 2014
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ertumbuhan sektor PDRB atas dasar harga Konstan (Hk) 2010 Tahun 2010-2014 dapat dilihat
pada gambar diatas bahwa Nilai PDRB Kabupaten Rokan Hilir pada sektor Pertambangan dan
Penggalian dengan harga konstan pada periode 2010-2014 mengalami penurunan sebesar 9,2
persen.  Tetapi, pertumbuhan di luar Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami
peningkatan pesat sebesar 29,4 persen dari tahun 2010 ke tahun 2014. Secara total, PDRB
Kabupaten Rokan Hilir masih mengalami peningkatan sebesar 10,5 persen pada periode ini. Hal
ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Rokan Hilir masih terus bertumbuh, meskipun
terjadi penurunan pada sektor Pertambangan dan Penggalian.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir tahun per tahun (year on year) pada
perekonomian dengan minyak dan gas yang selalu lebih rendah dari pertumbuhan
perekonomian Provinsi Riau dan Nasional. Sementara itu pertumbuhan ekonomi tanpa minyak
dan gas, yang awalnya pada tahun 2010 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional dan
pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, kecenderungannya terus pula menurun.

Fenomena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir yang lebih tinggi pada perekonomian
tanpa minyak dan gas menunjukan bahwa potensi pembangunan perekonomian selain sektor
minyak dan gas cukup besar dalam mendukung perkembangan perekonomian Kabupaten
Rokan Hilir dimasa mendatang.

2.2.1.3. Inflasi

Tingkat inflasi yang terjadi pada suatu daerah merupakan indikator tingkat kenaikan harga yang
berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Laju inflasi sebagai indikator
ekonomi makro di Kabupaten Rokan Hilir dihitung pada tingkat inflasi Kota Dumai ini dilakukan
karena pada Provinsi Riau inflasi hanya dihitung hanya pada tiga daerah saja yaitu Kota
Pekanbaru, Dumai dan Kabupaten Indra Giri Hilir. Laju inflasi di Kota Dumai pada pada tahun
2014 hingga 2015 dengan mengunakan 2007 sebagai tahun dasar perhitungan.

Secara umum pada tahun 2014 untuk bulan November dan Desember terjadi peningkatan inflasi
yang paling tinggi khusunya pada pada bahan makanan dengan nilai 2.99 namun secara umum
untuk bulan november berada 1.86 dan Desember 1.86 Sedangkan inflasi terendah terjadi pada
bulan mei yang secara umum berada pada tingkat 0.14. Jika dilihat berdasarkan sektor,
Kesehatan dan Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga menjadi sektor yang paling rendah
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berdampak pada inflasi. Sedangkan pada sektor yang paling besar dalam menyumbang inflasi
adalah sektor bahan Makanan dan Makanan jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau.

Tabel II-7: Nilai Inflasi Tahun 2014 s.d 2015 di Kota Dumai

Makanan Jadi,

Perumahan, Air,

Pendidikan,

Transportasi,

Bulan Bahan Minuman, Rokok Listrik, Gas dan Sandang Kesehatan Rekreasi & Olah Komunikasi dan Umum
Makanan
& Tembakau Bahan Bakar Jasa Keuangan

2014

Januari 0.49 0.34 0.71 0.38 0.71 0.41 0.04 0.43
Februari -0.36 0.54 0.76 0.36 0.99 0.16 0.38 0.3
Maret -0.23 0.48 0.35 1.34 0.32 0.17 0.12 0.24
April 0.2 1.07 -0.06 -0.25 0.26 0.06 0.98 0.4
Mei 0.3 0.01 0.15 0.23 0.34 0.52 -0.16 0.14
Juni 2.24 0.13 0.15 0.44 0.08 0.01 -0.04 0.66
Juli 2.04 0.11 0.36 1.56 0.19 0.16 0.44 0.83
Agustus 0.27 0.4 0.87 2.61 0.01 2.23 0.07 0.65
Septemb: 0.65 2.49 0.34 -0.72 0 -0.05 -0.12 0.64
Oktober -0.34 1.21 1.21 0.18 0.08 0 0.04 0.42
Novembe 2.99 1.72 0.71 0.46 0.06 0.28 3.24 1.86
Desembe 0.54 0.4 1.88 0.63 1.21 0.01 5.63 1.66
2015

Januari -0.01 1.51 0.3 0.73 0.23 0.08 -4.37 -0.37
Februari -2.76 1.46 0.47 0.37 0.16 0.31 -2.25 -0.68
Maret -1.61 0.32 1.63 -0.31 0 0 0.91 0,13
April -0.35 0.92 0.04 0.01 0.18 0 1.55 0.38
Mei 2.38 1.54 0.16 0.04 0.04 0.49 0.08 0.98
Juni 1.46 0.13 0.38 1.21 0.27 0.61 -0.06 0.59

Sumber: Riau Dalam Angka 2015 (BPS, 2015)

Pada tahun 2015 inflasi di hitung hanya sampai pada bulan juni dimana secara umum inflasi
yang besar terjadi pada bulan Mei yang berada pada tingkat 0.98. Namun jika dilihat pada
semeter pertama tahun 2015 sektor Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau merupakan
sektor tertinggi dalam menyumbang inflasi.

2.2.1.4. PDRB Per Kapita

e PDRB Harga Konstant 2000 (Rp. Juta)

Gambar 11-12: Nilai PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Rokan Hilir Menurut Harga
Konstant dan Harga Berlaku 2010-2014
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ndapatan per kapita penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada harga konstant tahun 2000 pada
tahun 2010 sebesar Rp. 71,80 juta dan kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2014
menjadi Rp. 70,30 juta. Sedangkan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Rokan Hilir

dengan harga berlaku pada tahun 2010 sebesar Rp. 71,80 juta dan terus mengalami
peningkatan hingga Rp. 119,19 juta pada tahun 2014. Pendapatan perkapita penduduk menurut
harga konstant tahun 2000 yang menurun, sedangkan pendapatan perkapita penduduk harga

berlaku meningkat, disebabkan oleh tingkat inflasi yang cukup tinggi.
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Kenaikan pendapatan per kapita penduduk telah mengakibatkan juga terjadinya kenaikan pada
pengeluaran penduduk. Pengeluaran rata-rata menurut kelompok barang yang ada di Kabupaten
Rokan Hilir Pada Tahun 2010-2014 yang terbesar terdapat pada padi-padian careals yang mana
mengalami peningkatan sepanjang tahun 2010 sampai 2014. Dimana Pada Tahun 2010 sebesar
56.184 dan mengalami kenaikan sebesar 56.763 pada tahun 2011. Pada tahun 2012 mengalami
peningkatan sebesar 66.448 dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2014 yaitu
sebesar 68.267 dan 71.988. Sedangkan urutan kedua yang tertinggi adalah jenis Makanan dan
Minuman jadi Prep yang mana pada tahun 2010 sebesar 42.113 dan mengalami peningkatan
pada tahun 2011 dan 2012 yaitu sebesar 53.378 dan 54.273 serta mengalami penurunan pada
tahun 2013 dan 2014 sebesar 47.785 dan 49.980.

Tabel II-8: Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan Menurut Kelompok Barang Makanan
Tahun 2010-2014

Kelompok Pengeluaran Perkapita
2010 2011 2012 2013 2014

No Jenis Pengeluaran Konsumsi

1 Padi-padian Cereals 56,184 56,763 66,448 68,267 71,988
2 Umbi-umbian Tobers 2,770 2,942 3,486 3,399 3,670
3 lkan Fish 36,023 42,335 59,290 54,384 52,994
4 Daging Meat 11,452 8,438 12,427 11,239 13,437
5 Telur & susu Eggs & Milk 19,550 19,354 21,862 25,161 18,875
6 Sayur-sayuran Vegetables 31,524 30,766 34,369 39,759 40,003
7 Kacang-kacangan Legumes 7,290 5011 5842 5463 6,801
8 Buah-buahan Fruits 14,416 15,447 19,280 18,476 20,178
9 Minyak dan Lemak Oil & Fats 12,064 14,196 17,712 15,678 17,763
10 Bahan Minuman Beverages Stu 14,002 13,972 16,854 15,454 16,407
11 Bumbu-bumbuan Spices 6,955 6,725 8,871 7,793 8,538
12 Konsumsi Lainnya Miscellacous 10,592 6,608 7,830 6,378 6,466
13 Makanan & Minuman Jadi Prep 42,113 53,378 54,273 47,785 49,980
14 Tembakau & sirih Tobacco & B 41,682 47,239 55,573 58,092 64,607

MAKANAN 306,517 323,174 384,120 377,329 391,708 o .
ber: Rokan Hilir Dalam Angka (BPS, 2015)

Untuk urutan ke tiga adalah jenis Tembakau dan sirih Tobacco & B, hal ini mengindikasikan
bahwa di Kabupaten Rokan Hilir banyak terdapat perokok aktif, dimana pada tahun 2010
sebesar 41.582 dan mengalami kenaikan secara terus menerus pada tahun 2011 sampai 2014
yaitu sebesar 47.239, 55.573, 58.092 dan 64.607.

2.2.1.5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dengan migas Kabupaten Rokan Hilir tertinggi dicapai pada tahun 2014
yaitu sebesar 4,10% dan Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 1,00%
dengan migas sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1I-12. Walau demikian secara umum
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir masih diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.
Yang perlu dicermati adalah Pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh pertumbuhan pada
sektor non tradable di Kabupaten Rokan Hilir perlu mendapat perhatian karena akan berdampak
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ternadap penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan sumberdaya yang rendah. Dengan
demikian, pertumbuhan sektor tradable, mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan
khususnya industri hilir kelapa sawit dan kelapa serta industri pariwisata dan industri lainya perlu
menjadi prioritas pembangunan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir ke depan. Secara umum
Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kabupaten Rokan Hilir selama periode 2012-2015
mengalami penurunan yang sangat drastis dimana pada tahun 2015 hanya berada pada 1%
dengan Migas.

Gambar 1I-13 : Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten
Rokan Hilir Termasuk Minyak Bumi Dan Gas Tahun 2012-2015
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2.2.1.6. Indeks Gini

Data untuk perhitungan indeks gini maupun perhitungan indeks gini untuk Kabupaten Rokan Hilir
tidak tersedia sehingga dilakukan pendekatan dengan angka indeks gini Provinsi Riau yang
digunakan sebatas untuk penggambaran tren perkembangan indeks gini. Hal yang perlu menjadi
perhatian dalam indeks ini adalah pergerakan angka indeks gini tahun 2010 yaitu sebesar 0,33
yang memiliki arti bahwa ketimpangannya rendah. Namun mulai tahun 2011 angka indeks gini
sudah diatas 0,35 dan berfluktuatif meningkat dimana pada tahun 2014 sebesar 0,38 dimana
kategori pemerataannya adalah ketimpangan sedang. Bila tidak ada antisipasi yang baik
memungkinkan terjadinya ketimpangan tinggi (indeks gini > 0,50).

Gambar II-14: Indeks Gini Kabupaten Rokan Hilir yang Didekati dari Indeks Gini Provinsi
Riau Tahun 2010 - 2014
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2.2.1.7. Kemiskinan

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis
kemiskinan non makanan (GKNM).Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per
bulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.Garis kemiskinan
makan merupakan nilai pengeluaran minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo
kalori per kapita per hari.Paket komoditi dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi.Garis
kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sdandang, pendidikan
dan kesehatan.Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di
perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Disamping tingkat kemiskinan biasanya diukur juga tingkat kedalaman kemiskinan (poverty gap
index — P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (poverty severity index — P2). Indeks kedalaman
kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk
miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata
pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan
gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai
indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 1I-9: Statistik Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir

Garis Kemiskinan (Rp) 292.179 296.27 296.27
Jumlah Penduduk Miskin (000) 44,60 475 46,4
Penduduk Miskin (%) 7,37 7,73 7,31

Sumber Rokan Hilir Dalam Angka 2015

Tingkat kemiskinan di kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2012-2014 terus mengalami
peningkatan, dimana pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin hanya sebesar 44,60 persen dan
mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 47,5 persen dan baru lah padatahun 2014
mengalami  sedikit penurunan menjadi 46,4 persen. Sedangkan untuk angka garis
kemiskinannya adalah sebesar Rp. 292.179 pada tahun2012 dan mengalami peningkatan pada
tahun 2013-2014 menjadi Rp 296.27 .

Tabel II-10: Tingkat KemiskinanKabupaten/Kota di Provinsi Riau , 2010-2014

1 Kuantan Singingi 12,57 10,19 10,29 11,28 10,79
2 Indragiri Hulu 8,90 7,25 717 7,50 714
3 Indragiri Hilir 9,41 7,65 7,81 7,88 7,54
4  Pelalawan 14,51 11,93 11,11 12,00 11,20
5 Siak 6,49 5,29 517 5,54 5,24
6 | Kampar 10,47 8,52 8,36 9,04 8,59
7  Rokan Hulu 13,03 10,66 10,13 10,86 10,18
8 | Bengkalis 8,25 6,72 6,76 7,57 7,23
9  Rokan Hilir 9,30 7,58 7,37 7,73 7,31
10 | Kepualauan Meranti 42 57 34,53 35,88 35,74 34,33
11 Pekanbaru 4,20 3,45 3,38 3,27 3,10
12 Dumai 6,45 5,27 5,23 4,98 4,73
Riau 10,04 8,17 8,05 8,42 7,99
Sumber Rokan Hilir Dalam Angka 2015 PPLS
S
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Tingkat kemiskinan di kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2010-2014 termasuk kategori rendah
jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada diProvinsi Riau. Dimana Tingkat
kemisikinan Kabupaten Rokan Hilir mengalami fluktuatif, yang mana pada tahun 2010 sebesar
9,30 persen dan mengalami penurunan menjadi 7,58 dan 7,37 persen pada tahun 2011-2012
dan mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi 7,73 persen serta padatahun 2014
mengalami penurunan kembali menjadi 7,31 persen. Tingkat Kemikinan kabupaten Rokan Hilir
lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Riau.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kondisi kesejahteraan sosial penduduk menggambarkan kondisi pembangunan manusia
seutuhnya, yang meliputi pembangunan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi.
Kesejahteraan penduduk digambarkan oleh keberhasilan pembangunan ketiga aspek tersebut,
yang pada akhirnya membentuk indek pembangunan manusia.

2.2.2.1. Angka Melek Huruf

Kondisi kesejahteraan sosial penduduk dapat digambarkan oleh pembangunan pendidikan
dalam rangka pemberantasan buta huruf. Kondisi penduduk buta huruf dapat dilihat dari
penduduk buta huruf untuk usia 15 - 24 tahun dan penduduk di atas 15 - 55 tahun. Kondisi
penduduk buta huruf untuk Kabupaten Rokan Hilir pada periode 2009-2013 dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel II-11: : Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2009-2013Kabupaten Rokan Hilir

No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013
1 Angka Me*lek Huruf Penduduk Usia 15 - 100.00 100.00 100.00 97,00 96,63
24 Tahun
9 Angka MeJek Huruf Penduduk Usia 15 - 98,89 98,03 96.73 98,06 94.30
55 Tahun
3 |Rata-Rata Angka Melek Huruf 97,80 97.99 9815| 9818 98.20
Penduduk

Sumber: * Data SIMPADU TNP2K ™ Rokan Hilir Dalam Angka 2015 (BPS, 2015)

Penduduk melek huruf pada usia 15 — 24 tahun atau merupakan usia sekolah, lebih baik
dibandingkan dengan penduduk usia 15 — 55 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk
usia 24 tahun ketas memberikan kontribusi terhadap angka buta huruf di Kabupaten Rokan Hilir.
Artinya pemberantasan buta huruf perlu dilakukan untuk penduduk berusia 24 — 55 tahun,
melalui program bemberantasan buta huruf.

Jika dibandingkan dengan angka melek huruf Kabupaten Rokan Hilir dan angka melek huruf di
Provinsi Riau, terlihat bahwa kondisi buta huruf di Kabupaten Rokan Hilir lebih buruk jika
dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Riau. Pada tahun 2010 angka melek huruf di Kabupaten
Rokan Hilir secara rata-rata sudah mencapai 97,99 persen dan di Provinsi Riau sudah mencapai
98,35 persen. Sampai dengan tahun 2014 angka melek huruf di Kabupaten Rokan Hilir baru
mencapai 98,20 persen, sedangkan di Provinsi Riau sudah mencapai 98,48 persen. Artinya
persentase penduduk buta huruf di Kabupaten Rokan Hilir lebih tinggi jika dibandingkan dengna
persentase penduduk buta huruf di Provinsi Riau.

~1126



& _ ) - RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab 11

Tabel Il-12: Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun

2009-2013
Angka Melek Hurup (%)
e Daerah 2009 2010 2011 2012 2013
1. | Rokan Hilr 97.80 97.99 98.15 98.18 98.20
2 | Rau 98.11 98.35 98.42 98.45 98,48

Sumber: Data Annual 2014

2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Riau menunjukkan trend peningkatan pada periode
2010-2014 disetiap kabupaten/kota di Provinsi Riau. Angka rata-rata lama sekolah dengan nilai
yang paling tinggi yaitu Kota Pekanbaru dengan angka 10,95 tahun pada tahun 2014.
Sedangkan untuk Kabupaten Rokan Hilir termasuk Kabupaten dengan angka rata-rata lama
sekolah yang masih rendah yaitu 7,62 tahun pada tahun 2014.

Tabel Il-13: Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau

Tahun 2009-2013
Daerah Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Riau 8,25 8,29 8,34 8,38 8,47
Rokan Hilir 7,24 7,30 7,36 7,42 7,62

Sumber: Data Annual 2016

Angka rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Rokan Hilir yang baru mencapai 7,62
tahun mengindikasikan bahwa pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun belum tercapai. Jika
dibandingkan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah penduduk di Provinsi Riau yang
telah mencapai 8,47 tahun, maka angka rata-rata lama sekolah penduduk ini masih cukup
rendah. Oleh sebab itu, pembangunan pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir masih memerlukan
perhatian untuk meningkatkan partisipasi sekolah agar mampu mendorong peningkatan rata-rata
lama sekolah penduduk dimasa yang akan datang.

2.2.2.3. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup penduduk di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2010 mencapai 68,98
tahun dan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka harapan hidup penduduk Provinsi
Riau yang telah mencapai 70,15 tahun pada tahun 2010. Angka harapan hidup penduduk
Kabupaten Rokan Hilir Angka Harapan Hidup telah mencapai 69,23 tahun pada tahun 2013 dan
sedikit meningkat menjadi 69,27 tahun pada tahun 2014.

Tabel lI-14: Angka Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2009-2013

Daerah Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Riau 70,15 70,32 70,49 70,67 70,76
Rokan Hilir 68,98 69,07 69,16 69,23 69,27

Sumber: Riau Dalam Angka 2016

Memperhatikan data statistik, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Rokan Hilir merupakan
posisi terendah kedua di Provinsi Riau setelah Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini mengindikasikan
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bahwa pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk di Kabupaten
Rokan Hilir masih diperlukan dimasa mendatang.

22.24.1PM

Dilihat dari data Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Rokan Hilir pada Tabel 2.14
yang merupakan deskripsi dari tiga komponen sosial yaitu indeks harapan hidup, pendidikan dan
standar hidup layak, maka secara umum IPM Kabupaten Rokan Hilir termasuk kategori
menengah (IPM 64,76 -66,81). Meskipun data IPM menunjukkan kecendrungan pembangunan
manusia yang relatif baik, namun dari segi pemerataan masih masih perlu di teliti dengan melihat
nilai Gini Ratio. Untuk gambaran yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut
perkembangan IPM antara Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten tetangga dan Provinsi Riau

Tabel II-15: Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota SeProvinsi Riau Tahun
2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015

Rokan Hulu 64,20 64,99 66,07 67,02 67,29
Bengkalis 69,72 70,26 70,60 70,84 71,29
Rokan Hilir 64,76 65,09 65,46 66,22 66,81
Dumai 70,43 71,07 71,59 71,86 72,20
RIAU 68,90 69,15 69,91 70,33 70,84

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan bidang seni budaya yang ada pada Kabupaten Rokan Hilir bertujuan untuk
melesatrikan nilai budaya dan Seni yang ada pada Kabupaten Rokan Hilir untuk melihat
perkembangan dapat dilihat dari Tabel berikut:.

2.2.3.1. Perkembangan Seni dan Budaya

Tabel 1I-16: Perkembangan Seni Budaya Dan Olah Raga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011

S/D 2016
NO Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah Group 11 19 24 31 36 41
Kesenian GROUP | GROUP | GROUP | GROUP | GROUP | GROUP
Jumlah Gedung
2 Kesenian 1 UNIT 1 UNIT 1 UNIT 1 UNIT 1 UNIT 1 UNIT

Untuk gambaran perkembangan group Gambus hanya terdapat di 8 Kecamatan yaitu
bangko,bangko pusako, tanah putih sidinginan, tanah putih tj. Melawan,kubu,bagan sinembah
dan untuk Group Rebbana 18 KecamatanSanggar Seni Tari dan Musik 6 Kec.: bangko, kubu,
tanah putih sediginan,bagan sinembah,bangko pusako,pasir limau kapas untuk kesenian teater
hanya terdapat pada 2 Kecamatan yaitu Kec. Bangko dan Kec. Bangko Pusako. Masih bayaknya
group kesenian yang belum dapat terdata dan dibantu dalam pengembangannya hal ini terkaitan
masih minimnya anggran dan SDM terkait dengan pengembangan Seni dan Budaya.

(y)

Nt 7 ¢ 7

é1128 N

> 7 0)
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2.3. Aspek Pelayan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

Badan Standar Nasional Pendidikan mengatur standar sarana dan prasarana pendidikan
dimana setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan
pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta
perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yanng teratur dan
berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang
kelas, ruang pimpinan satuan penddikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan,
ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan
jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat beribadah, tempat bermain, tempat
berekreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang
teratur dan berkelanjutan.

a) Jumlah Sekolah

Selama periode 2009/2010 - 2014/2015, jumlah unit sekolah dasar di Kabupaten Rokan
Hilirmengalami meningkat. Pada tahun 2010, jumlah sekolah dasar sebanyak 336 sekolah
meningkat menjadi 402 sekolah pada tahun 2012 dan meningkat lagi menjadi 419 sekolah tahun
2014.

Jumlah sekolah menengah lanjutan pertama (SLTP) di Kabupaten Rokan Hilir terus meningkat.
Pada tahun 2010, jumlah SLTP di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 98 sekolah, meningkat
menjadi 177 sekolah SLTP dan menjadi 206 sekolah tahun 2014. Sedangkan untuk jenjang
pendidikan sekolah menengah atas (SMA) mengalami fluktuatif dimanapada tahun 2010, jumlah
sekolah tingkat SLTA di Rokan Hilir sebanyak 51 sekolah, meningkat menjadi 151 sekolah pada
tahun 2012 dan mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 60 sekolah. Pada tahap awal,
dapat disimpulkan bahwa perkembangan jumlah sekolah tingkat SLTA di Kabupaten Rokan Hilir
belum mengikuti perkembangan jumlah penduduk yang akan bersekolah ditingkat SLTA.

Gambar 11-15: Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten

Rokan Hilir Tahun 2010 - 2014
1

K sD S

T MP SMA
W 2014/2015 81 419 206 60
W 2011/2012 217 402 177 105
2009/2010 133 336 98 51
2007/2008 106 384 156 85
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Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2015)

Perkembangan sekolah berdasarkan kecamatan di kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 yang
memiliki jumlah sekolah terbanyak untuk kategori TK kecamatan Tanah Putih memiliki sekolah

sebanyak 31 sekolah, kategori SD dikecamatan Bagan Sinembah sebanyak 80 sekolah, Kategori
SMP ada di kecamatan Sinembah sebnayak 42 sekolah serta untuk kategori pendidikan
menengah atas ada di kecamatan sinembah dan kecamatan bangko yaitu sebnyak 12 sekolah

dan 7 sekolah.

Tabel I-17: Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten

1. TANAH PUTIH
2.PUJUD

3. TP TJ MELAWAN

4. RANTAU KOPAR

5. BAGAN SINEMBAH
6. SIMPANG KANAN
7.KUBU

8. PASIR LIMAU KIPAS
9. BANGKO

10. SINABOI

11. BATU HAMPAR

12. PEKAITAN

13. RIMBA MELINTANG
14. BANGKO PUSAKO

JUMLAH 2014/2015
2011/2012
2009/2010
2007/2008

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2015)

b) Jumlah Murid

Jumlah
31
22

4
1
25
3
11
6
18
2
9
5
19
25
181
217
133
106

Jumlah
46
58
10

5
80
18
40
37
47
11
4

1
24
38

419
402
336
384

Rokan Hilir berdasarkan kecamatan Tahun 2010 - 2014.

Jumlah
23
30

23
206
177

98
156

Jumlah
7

7
1
1

12
2
4
4
9
1
1
3
3
5

60
105
51
85

Selama periode 2007/2008 - 2014/2015 jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikan di
Kabupaten Rokan Hilir mengalami pasang surut, Dimana untuk jenjang pendidikan TK pada
tahun 2007/2008 adalah sebnyak 5.215 orang dan mengalami peningkatan pada tahun

2011/2012 menjadi sebanyak 9.368 orang tetapi pada tahun 2014/2015 mengalami penurunan
menjadi 8.260 orang. Hal ini disebabkan tingkat angka kelahiran anak dan usia anak untuk paud

berkurang.
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Gambar 1I-16: Perkembangan Jumlah Murid Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2007/2008 — 2014/2015

100,000
80,000
60,000
40,000
0,000 TK SMP SMA
W 2014/2015 8,260 85,197 16,772 20,596
W 2011/2012 9,368 89,961 33,218 21,418
¥ 2009/2010 6,911 82,642 23,074 13,406
2007/2008 5,215 89,337 29,668 17,216

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2015)

Untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2007/2008 adalah
sebnayak 89.337 orang mengalami peningkatan pada tahun 2011/2012 menjadi 89.961 orang
serta pada tahun 2014/2015 mengalami penurunan menjadi 85.197 orang.Sedangkan untuk
kategori Sekolah Menengah Atas (SMA) juga mengalami kenaikan, dimana pada tahun
2007/2008 jumlah muridnya adalah sebanyak 17.216 orang dan mengalami kenaikan pada tahun
2011/2012 menjasi 21.418 orang serta mengalami sedikit penurunan menjadi 20.596 orang pada
tahun 2014/2015.

Tabel 11-18: Perkembangan Jumlah Murid Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Rokan
Hilir berdasarkan Kecamatan pada tahun 2014/2015

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah

1. TANAH PUTIH 967 8.824 1.392 2137
2.PUJUD 974 10.593 1.693 1.704
3. TP TJ MELAWAN 140 1.925 507 303
4. RANTAU KOPAR 24 841 192 198
5. BAGAN SINEMBAH 1.699 18.813 3.759 5.569
6. SIMPANG KANAN 129 3.167 286 619
7.KUBU 425 6.618 1.543 1.623
8. PASIR LIMAU KIPAS 457 5.136 401 956
9. BANGKO 1.59 11.527 2.688 3.182
10. SINABOI 38 2.363 443 435
11. BATU HAMPAR 225 1.091 402 490
12. PEKAITAN 102 2.056 392 281
13. RIMBA MELINTANG 662 4.329 987 429
14. BANGKO PUSAKO 828 8.114 2.087 2.68
JUMLAH 2014/2015 8.26 85.197 16.772 20.596
2011/2012 9.368 89.961 33.218 21.418
2009/2010 6.911 82.642 23.074 13.406
2007/2008 5.215 89.337 29.668 17.216

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2015)
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Untuk perkembangan jumlah murid berdasarkan kecamatan di kabupaten Rokan Hilir pada tahun
2014/2015 untuk kategori Jenjang TK yang terbanyak ada di Kecamatan Bagan Sinembah yaitu
sebnyak 1.699 orang dengan pertumbuhan 4,8 persen, serta untuk kategori pendidikan SD, SMP
dan SMA juga ada di kecamatan Sinembah yaitu masing-masing sebanyak 18.813 orang untuk
SD dengan pertumbuhannya 4,52 persen, 3.759 orang SMP dengan pertumbuhan 4,46 persen
serta 5.560 orang untuk jenjang pendidikan SMA.

c) Jumlah Guru

Perkembangan jumlah guru ditingkat SD di Kabupaten Rokan Hilir berfluktuatif. Pada tahun
2009/2010, jumlah guru SD di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 4.340 orang, meningkat secara
berfluktuatif menjadi 5.131 orang guru pada tahun 2011/2012 serta pada tahun 2014/2015
jumlah guru SD mengalami penurunan yaitu sebesar 4.426 orang. Berfluktuatifnya jumlah guru
ditingkat SD ini dimungkinkan oleh pergerakan guru bantu disamping banyaknya guru yang
pensiun. Perkembangan jumlah guru tingkat SLTP berfluktuatif meningkat yang mungkin
disebabkan pergerakan guru bantu dan guru pensiun. Pada tahun 2009/2010, jumlah guru SLTP
sebanyak 1.663 orang meningkat menjadi 2.651 orang pada tahun 2011/2012 serta mengalami
penurunan pada tahun 2014/2015 menjadi 1.680 orang.

Gambar 11-17: Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Rokan Hilir pada

tahun 2014/2015
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o

TK SMP SMA
B 2014/2015 770 4.426 0 1.435
m2011/2012 904 5.131 2.651 1.737
B 2009/2010 552 4.340 1.663 966
2007/2008 443 4.408 2.339 1.329

Sumber: BPS Rokan Hilir (2015)

Perkembangan jumlah guru SLTA di kabupaten Rokan Hilir meningkat secara berfluktuatif.

Pada tahun 2007/2008, jumlah guru tingkat SLTA sebesar 1.329 orang, mengalami penurunan
menjadi 966 orang pada tahun 2009/2010 serta pada tahun 2011/2012 mengalami keniakan
yaitu sebesar 1.737 orang serta pada tahun 2014/2015 mengalami penurunan sebesar 1.435
orang.

>y)

Nt 7 ¢ 7

> 7 0)




/ () 141
[ [ Al I I [I £ 6 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II

iocu e e, e 8 WA Ty

2.3.1.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini

Pada tahun 2014 jumlah penduduk usia anak dini di Kabupaten Rokan Hilir adalah sebanyak
58.197 orang, Sedangkan yang mendapatkan Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebanyak
32.142 orang atau sebanyak 55,69 persen tingkat APK nya . Jadi ada sebanyak 26.055 orang
yang tidak mendapatkan Pendidia Anak Usia Dini atau sebesar 44,31 persen.

BD.000
T0.000

60,000

30.000
A0.000
30,000
10,009
10,008

Vuantam | Indragiri nbd.ugjll

| Hili by
Singing Hushs Pelalawan Eawpar  RokanHulu | Benghalis  Rokan Hibie N Imul: Pebandan
wJumilah Penduduk Usia 36 Tahim| 40,725 35502 SRS EENIRTY 19138 6567 by 2 43714 SL197 15045 73856
B Jumilah Sva PAUD 14711 1109 11909 17.68% 1 ER] 41171 18661 0602 3141 & 548 5735

BAPK S

3612 62,13 66,68 3352 55,91 6200 ¥9.95 70,1 3569 a2 .51

Gambar 11-18: Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2014

Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

Berdasarkan gambar diatas jumlah persentase APK pendidikan anak usia dini di Kabupaten
Rokan Hilir pada tahun 2014 termasuk kategori sedang jika dibandingkan dengan APK
Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Riau. Dimana jumlah APK pendidikan anak usia
dini yang tertinggi di Provinsi Riau ada di Kota Dumai dengan tingkat APK nya sebesar 98,22
persen sedangkan kabupten Kuantan Singingi Memiliki APK terendah yang hanya 36,12 persen.

2.3.1.1.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) dan
pendidikan menengah (16 — 18 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per jumlah
penduduk usia pendidikan dasar atau menengah yang dinyatakan dalam persen. APS
merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS
memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak
digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan
jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase
jumlah murid tidak selalu dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah.
Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah
yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk
sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.
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APS umur 7 -12 tahun di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2010 sebesar 98,98% yang berarti daya
serap sistem pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir terhadap penduduk usia 7 — 12 tahun
sebanyak 98,98 % dan sisanya sebesar 1,02% tidak terserap di sekolah setingkat SD/MI.
Pencapaian APS umur 7 — 12 tahun Rokan Hilir ini lebih tinggi dibanding APS Provinsi Riau pada
kelompok umur yang sama yang capaiannya sebesar 98,50%.Serta ada tahun 2012 sebesar
97,78% yang berarti daya serap sistem pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir terhadap penduduk
usia 7 — 12 tahun sebanyak 97,78% dan sisanya sebesar 2,22% tidak terserap di sekolah
setingkat SD/MI. Pencapaian APS umur 7 — 12 tahun Rokan Hilir ini lebih rendah dibanding APS
Provinsi Riau pada kelompok umur yang sama yang capaiannya sebesar 98,70%.

Gambar 11-19: Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Rokan Hilir dan
Provinsi Riau Tahun 2010 — 2014.

120
100
80
60
40
20
0
7.-12 7.-12 13-15 13-15 16- 18 16- 18
Riau Rokan Hilir Riau Rokan Hilir Riau Rokan Hilir
m 2010 98,5 98,98 91,7 91,27 63,5 65,56
m 2011 98,6 91,8 64
w2012 98,7 97,78 91,9 84,57 64,5 67,45
2013 98,8 92 65
2014 98,88 92,06 65,38

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilr (2015) dan BPS Provinsi Riau (2015)

APS kelompok umur 13 — 15 tahun Kabupaten Rokan Hilir sebesar 91,27% pada tahun 2010,
lebih rendah dibanding pencapaian Provinsi Riau yaitu sebesar 91,70%. Capaian APS kelompok
umur 13 — 15 tahun Kabupaten Rokan Hilir sebesar 91,27% ini memberi makna bahwa sebesar
91,27% penduduk usia 13 — 15 tahun di Kabupaten Rokan Hilir yang dapat diserap pada sistem
pendidikan tingkat SMP/MTs di Kabupaten Rokan Hilir, sisanya sebesar 8,73% tidak terserap di
SMP/MTs yang ada di kabupaten Rokan Hilir, yang besar kemungkinan tidak
bersekolah.Sedangkan pada tahun 2012 APS nya menjadi 84,57% yang jauh di bawah APS
Provinsi Riau sebesar 91,90%.

APS kelompok umur 16 -17 tahun Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2010 sebesar 65,56%, lebih
tinggi dibanding pencapaian APS kelompok umur 16 — 17 tahun Provinsi Riau yang hanya
sebesar 63,50%. APS kelompok umur 65,56% ini memberi makna bahwa hanya 65,56%
penduduk usia 15 — 17 tahun yang terserap dalam sistem pendidikan tingkat SMA/SMK/MA yang
ada di kabupaten Rokan Hilir, sisanya sebesar 34,44% tidak terserap yang besar kemungkinan
tidak sekolah. Serta Pada tahun 2012 APS Kabupaten Rokan Hilir Menjadi Semakin 67,45 %
yang jauh diatas APS Provinsi Riau yang hanya sebesar 64,50%. Dengan semakin tingginya
kelompok umur perlu mendapat perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang
relatif kurang sumberdaya alamnya, sehingga peningkatan SDM perlu diperkuat agar SDM yang
dihasilkan dapat berdaya saing, khususnya diluar Kabupaten Rokan Hilir.
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2.2.1.1.4. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduudk usia sekolah di Kabupaten Rokan Hilir termasuk kategori
sedang jika dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lainnya yang ada di Provinsi Riau. Dimana
untuk Ketersediaan sekolah jenjang pendidikan SD adalah sebanyak 357 sekolah dan terdapat
61.904 jumlah penduduk usia 7-12 tahun dengan tingkat rasionya sebesar 173 persen.

Gambar 11-20: Ratio Ketersediaan Sekolah/Jumlah Penduduk Sekolah di Kabupaten/Kota
Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hilir 2014
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Ketersedian SD Penduduk Usia Ratio Ketersediaan | Penduduk Usia Ratio Ketersediaan | Penduduk Usia | Ratio

7.-12 | SMP 13.-15 [ SMA 16.-18 |
mRokan Hilir 357 61.904 173 119 12.864 108 65 17.367 267
mBengkalis 336 70908 | 211 | 9% 25953 | 270 | 46 17730 | 385
Dumai 100 28.466 285 33 7.620 231 12 8.678 723
B Pekanbaru 289 82.369 285 116 23.038 ' 199 56 32,931 | 588
® Kepulauan Meranti‘ 173 19.621 113 45 5.931 132 23 4,948 215

Sumber: Data Annual Provinsi Riau (2015)

Ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMP adalah sebanyak 119 sekolah dan terdapat
12.864 usia 13-15 tahun dengan tingkat ratio sebesar 108 persen. Sedangkan ketersediaan
sekolah untuk jenjang pendidikan SMA di Kabupten Rokan Hilir terdapat sebanyak 65 sekolah
dan jumlah penduduk usia 16 — 18 tahun sebanyak 17.367 orang dengan tingkat ratio sebesar
267 persen.

2.3.1.1.3. Rasio Guru Terhadap Murid

a) TK

Jumlah guru dan murid untuk jenjang pendidikan TK di kabupaten Rokan Hilir pada tahun
2014/2015 mengalami penurunan dimana terdapat sebanyak 8.260 orang murid dan 770 guru
dengan Rasio sebesar 11 persen. Dimana pada tahun 2011/2011 terdapat sebanyak 904 guru
dengan 9.368 murid dengan rasio 10 persen. Jumlah murid TK dan Guru TK tersebar diseluruh
kecamatan di Kabupten Rokan Hilir, dimana Kecamatan Bangko memiliki jumlah Murid dan dan
Guru TK terbesar yaitu sebanyak 1.590 orang murid dengan 172 orang guru. Sedangkan
kecamatan Sinaboi hanya memiliki jumlah murid sebanyak 38 orang dengan 5 Guru.
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Gambar 11-21: Rasio Jumlah Guru dan Murid Tingkat Pendidikan TK Bersarkan Kecamatan di
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014

1800

1600

1400

1200
o
= 1000
s
"
3 800

600

400

200 I I

0 y J> - ,J_ | - . ’
4. 5. 6. 8. 11. ‘ 13.
y 3.TPT) 9. 10. 12.
2. w11, RANTA | BAGAN | SIMPA 7. PASIR : BATU RIMBA
.L‘:JI\IT?':-I PUJUD Milr:w U SINEMB, NG KUBU | LIMAU BAgGK SIN?BO HAMPA PE;K‘\IT\MELINT
KOPAR | AH |KANAN KIPAS R ANG

|-GUTUTK 127 22 19 3 110 11 55 6 172 5 9. 17 128 86
| m Murid TK 967 | 974 | 140 24 | 1.699 | 129 | 425 | 457 | 1.590 @ 38 225 | 102 662 | 828
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Sumber: Bps, Rokan Hilir (2015)

b) Sekolah Dasar

Jumlah guru dan murid untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar di kabupaten Rokan Hilir pada
tahun 2014/2015 mengalami penurunan dimana terdapat sebanyak 85.197 orang murid dan
4.426 guru dengan Rasio sebesar 19 persen. Dimana pada tahun 2011/2011 terdapat sebanyak
5.131 guru dengan89.961 murid. Jumlah murid dan Guru Sekolah Dasar tersebar diseluruh
kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, dimana Kecamatan Bagan Sinembah memiliki jumlah
Murid dan Guru Sekolah Dasar terbesar yaitu sebanyak 18.813 orang murid dengan 896 orang
guru yang memiliki rasio sebesar 21 persen. Sedangkan kecamatan Rantau Kopar hanya
memiliki jumlah murid sebanyak 841 orang dengan 63 Guru.
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Gambar II-22: Rasio Jumlah Guru dan Murid Tingkat Pendidikan SD Bersarkan Kecamatan di
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014
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Sumber: Bps, Rokan Hilir (2015)

c) Sekolah Menengah Pertama

Jumlah guru dan murid untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di
kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014/2015 adalah sebanyak 23.803 orang murid dan 1.680
guru dengan Rasio sebesar 14 persen. Jumlah Murid dan Guru SMP tersebut tersebar diseluruh
kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, dimana Kecamatan Bagan Sinembah memiliki jumlah
Murid dan Guru SMP terbesar yaitu sebanyak 7.020 orang murid dengan 388orang guru yang
memiliki rasio sebesar 18 persen. Sedangkan kecamatan Rantau Kopar hanya memiliki jumlah

Gambar [1-23: Rasio Jumlah Guru dan Murid Tingkat Pendidikan SMP Bersarkan Kecamatan di
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014
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Rasio 9 9 14 8 18 9 15 20 16 17 1 23 17 12

murid sebanyak 192 orang dengan 24 Guru.
Sumber: Bps, Rokan Hilir (2015)

d) Sekolah Menengah Atas (SMA)
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Jumlah guru dan murid untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di kabupaten

Rokan

Hilir pada tahun 2014/2015 adalah sebanyak 20.596 orang murid dan 1.435 guru dengan

Rasio sebesar 14 persen. Jumlah Murid dan Guru SMA tersebut tersebar diseluruh kecamatan di
Kabupaten Rokan Hilir, dimana Kecamatan Bagan Sinembah memiliki jumlah Murid dan Guru

SMA

terbesar yaitu sebanyak 5.559 orang murid dengan 322 orang guru yang memiliki rasio

sebesar 17 persen serta Kecamatan Bangko menempati urutan terbesar kedua dengan jumlah

murid

sebanyak 3.182 orang dan 262 orang guru dengan tingkat rasio sebesar 24 persen .

Gambar [1-24: Rasio Jumlah Guru dan Murid Tingkat Pendidikan SMA Bersarkan Kecamatan di
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014
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B Guru SMA 217 104 22 24 322 79 69 69 262 22 30 2 99 114
BMurid SMA| - 2.137 1.704 303 198 5.559 619 1.623 956 3.182 435 490 281 429 2.680
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Sedangkan Kecamatan Rantau Kopar hanya memiliki jumlah murid sebanyak 192 orang dengan
24 Guru.
2.3.1.1.4. Rasio Murid Terhadap Rombongan Belajar

Pada tahun 2014/2015 rasio murid terhadap banyaknya murid dalam satu ruangan kelas untuk
jenjang pendidikan TK adalah sebanyak 27 orang satu ruangan, SD sebanyak 24 orang, SMP
sebanyak 27 orang dan SMA sebanyak 34 orang.

Gambar [1-25: Rasio Murid Terhadap Rombongan Belajar Berdasarkan Jenjang Pendidikan TK-SMA di

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014
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Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

2.3.1.2. Urusan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa
urusan pemerintah terdiri dari 3 urusan yaitu urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah
konkuren dan urusan pemerintah umum. Terkait urusan konkuren, pemerintah pusat dan
pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dibagi berdasarkan pada prinsip akuntabilitas,
efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Sub urusan bidang kesehatan
terdiri dari upaya kesehatan, SDM kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan
minuman.

Komponen sumber daya kesehatan yang paling penting adalah ketersedian sarana kesehatan
yang cukup secara jumlah/kuantitas dan kualitas bangunan yang menggambarkan unit sarana
pelayanan kesehatan yang bermutu baik bangunan utama, pendukung dan sanitasi kesehatan
lingkungan. Unit pelayanan kesehatan dibagi atas beberapa kategori yaitu Puskesmas
Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit Umum dan unit
pelayanan teknis kesehatan lainnya.

2.3.1.2.1. Perkembangan Fasilitas Kesehatan

a) Rumah Sakit

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir
serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan
keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh
pasien. Pada tahun 2013, jumlah rumah sakit di Kabupaten Rokan Hilirterdapat sebanyak4
rumah sakit dengan 247 tempat tidur yang berlokasi 1 di Kecamatan Bangko dan 3 Kecamatan
Bagan Sinembah.

b) Puskesmas

Puskesmas adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yangbersifat
menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat. Puskesmas
merupakan unit pelaksana teknis kesehatan dibawah supervisi Dinas kesehatan Kabupaten/Kota
yang memberikan pelayanan preventif, promotif, kuratif sampai dengan rehabilitatif baik melalui
upaya kesehatan perorangan (UKP) atau upaya kesehatan masyarakat (UKM). Puskesmas
dapat memberikan pelayanan rawat inap selain pelayanan rawat jalan. Dikabupaten Rokan Hilir
pada tahun 2014 terdapat sebanyak 17 puskesmas yang tersebar di setiap kecamatan yang ada
di kabupten Rokan Hilir.

Tabel 1I-19: Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu pada Tahun 2014

1 Tanah Putih 3 1
2 Pujud 7 1
3 Tanah Putih Tanjung Melawan 2 1




D 151 _
\ ! RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab Il

1 .
[ERRERREE S on mheeems -t

4 Rantau Kopar 1 1
5 Bagan Sinembah 17 2
6 Simpang Kanan 5 1
7 Kubu 3 0
8 Pasir Limau Kapas 6 1
9  Kubu babussalam 4 1
10 Bangko 6 2
11 Sinaboi 2 1
12  Batu hampar 3 1
13  Pekaitan 4 1
14 Rimba Melintang 5 1
15 Bangko Pusako 9 2

Jumlah 77 17

Sumber: BPS Rokan Hilir (2015)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Rokan Hilir masih ada Kecamatan
yang belum memiliki Puskesmas yaitu di Kecamatan Kubu. Kecamatan yang memiliki banyak
Puskesmas terdapat di Kecamatan Bangko, Bagan Sinembah dan Bangko Pusako yaitu
sebanyak 2 Puskesmas sedangkan selebihnya memiliki 1 Puskesmas. Ketidakmerataan
penyebaran Puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir, Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah
Daerah untuk memperbaiki penyediaan sarana dan prasanana kesehatan terutama di
Kecamatan Bangko.

c) Puskesmas Pembantu

Puskesmas pembantu di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 adalah sebanyak 77 buah
yang tersebar disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Dari 77 Puskesmas
Pembantu yang ada, Kecamatan Bagan Sinembah memiliki Puskesmas Pembantu yang
terbanyak yaitu sebanyak 17 buah puskesmas Pembantu dan Kecamatan Bangko Pusako 9
buah Puskesmas Pembantu. Sedangkan jumlah Puskesmas Pembantu yang sedikit ada di
Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tanah Puti Tanjung Melawan sebanyak 2 Puskesmas
Pembantu serta Kecamatan Rantau Kopar memiliki 1 Puskesmas Pembantu.

2.31.2.2. Perkembangan Tenaga Medis, Perawat dan Bidan

Tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utama adalah memberikan
pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara
dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etk yang berlaku serta dapat
dipertanggungjawabkan. Menurut Permenkes Nomor 262/1979 yang dimaksud dengan tenaga
medis adalah lulusan fakultas kedokteran atau kedokteran gigi dan pascasarjana yang
memberikan pelayanan medik dan penunjang medik.
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a. Dokter

Pada tahun 2014 jumlah Dokter yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ada sebanyak 100 orang
yang terdiri dari 13 orang Dokter Spesialis, 17 orang Dokter Umum dan 70 orang Dokter Gigi.
Sebanyak 100 orang Dokter yang ada tersebar di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten
Rokan Hilir. Untuk Dokter Spesialis hanya terdapat di Kecamatan Bangko dan Rantau Kopar.
Dimana Kecamatan Bangko sebnyak 12 orang serta Kecamatan Rantau Kopar sebanyak 1
orang.

Tabel 1I-20: Jumlah Dokter di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014

Spesialis Umum Gigi

1 | Tanah Putih 3 3
2  Pujud 3
3 Tanah Putih Tanjung Melawan 1
4  Rantau Kopar 1 1 4
5 | Bagan Sinembah 4 6
6  Simpang Kanan 2 5
7 | Kubu
8  Pasir Limau Kapas 1 3
9 | Kubu babussalam 1 2
10 Bangko 12 2 30
11 Sinaboi 1 1
12 Batu hampar 2
13  Pekaitan
14  Rimba Melintang 1 2
15 Bangko Pusako 1 8

Jumlah 13 17 70

Sumber: BPS Rokan Hilir (2015)

Untuk Doter Umum hampir merata penyebarannya di Kabupaten Rokan Hilir, Dimana Bagan
Sinembah Memiliki 4 Dokter Umum dan Tanah Putih sebanyak 3 Dokter Umum sealigus
Kecamatan yang memiliki jumlah Dokter Umum terbanyak penyebarannya yang ada di setiap
Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014. Sedangkan untuk dokter
spesialis yang terbanyak terdapat di Kecamatan Bangko yaitu sebnyak 30 orang sedangkan
untuk Kecamatan Kubu dan Pakaitan tidak memiliki sama sekali Dokter Spesialis.

b. Perawat

Perawat adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kewenangan untuk
memberikan asuhan keperawatan pada orang lain berdasarkan iimu dan kiat yang dimilikinya
dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya. Perawat adalah seseorang yang telah lulus
pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku.  (Keputusan  Menteri  Kesehatan =~ Nomor
1239/MenKes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat pada pasal 1 ayat 1). Seorang
perawat adalah sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat umum. Secara khusus, tugas perawat adalah (i) Care Giver, dimana perawat harus
a) memperhatikan individu dalam konteks sesuai kehidupan klien, perawat harus memperhatikan
klien berdasarkan kebutuhan significant dari klien. b) perawat menggunakan Nursing Process ..
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untuk mengidentifikasi diagnosa keperawatan, mulai dari masalah fisik (fisiologis) sampai
masalah-nasalah psikologis. ¢) Peran utamanya adalah memberikan pelayanan keperawatan
kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat sesuai diagnosa masalah yang terjadi
mulai dari masalah yang bersifat sederhana sampai yang kompleks. (ii) Client Advocat, perawat
bertanggung jawab untuk membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan informasi
dari berbagai pemberi pelayanan dan dalam memberikan informasi lain yang diperlukan untuk
mengambil persetujuan (inform concent) atas tindakan keperawatan yang diberikan kepadanya.
Selain itu perawat harus mempertahankan dan melindungi hak-hak klien. Hal ini harus dilakukan
karena klien yang sakit dan dirawat di rumah sakit akan berinteraksi dengan banyak petugas
kesehatan. Perawat adalah anggota tim kesehatan yang paling lama kontak dengan klien, leh
karena itu perawat harus membela hak-hak klien. (iii) Conselor, dengan tugas utama perawat
adalah a) mengidentifikasi perubahan pola interaksi klien terhadap keadaan sehat sakitnya. b)
Adanya perubahan pola interaksi ini merupakan “Dasar” dalam merencanakan metoda untuk
meningkatkan kemampuan adaptasinya. ¢) Konseling diberikan kepada idividu/keluarga dalam
mengintegrasikan pengalaman kesehatan dengan pengalaman yang lalu. d) Pemecahan
masalah difokuskan pada; masalah keperawatan, mengubah perilaku hidup sehat (perubahan
pola interaksi). (iv) Educator yaitu a) peran ini dapat dilakukan kepada klien, keluarga, team
kesehatan lain, baik secara spontan (sat interaksi) maupun formal (disiapkan). b) tugas perawat
adalah membantu klien mempertinggi pengetahuan dalam upaya meningkatkan kesehatan,
gejala penyakit sesuai kondisi dan tindakan yang spesifik dan c) dasar pelaksanaan peran
adalah intervensi dalam NCP. (v) Coordinator, disini peran perawat adalah mengarahkan,
merencanakan, mengorganisasikan pelayanan dari semua anggota team kesehatan. Karena
klien menerima pelayanan dari banyak profesioanl, misal; pemenuhan nutrisi. Aspek yang harus
diperhatikan adalah; jenisnya, jumlah, komposisi, persiapan, pengelolaan, cara memberikan,
monitoring, motivasi, dedukasi dan sebagainya. (vi) Collaborator, dimana dalam hal ini perawat
bersama klien, keluarga, team kesehatan lain berupaya mengidentifikasi pelayanan kesehatan
yang diperlukan termasuk tukar pendapat terhadap pelayanan yang dipelukan klien, pemberian
dukungan, paduan keahlian dan keterampilan dari bebagai profesional pemberi pelayanan
kesehatan. (vii) Consultan dimana elemen ini secara tidak langsung berkaitan dengan
permintaan klien terhadap informasi tentang tujuan keperawatan yang diberikan. Dengan peran
ini dapat dikatakan perawatan adalah sumber informasi ang berkaitan dengan kondisi spesifik
klien. (viii) Change Agent, dimanaelement ini mencakup perencanaan, kerjasama, perubahan
yang sistematis dalam berhubungan denan klien dan cara pemberian keperawatan kepada klien.

Tabel lI-21: Jumlah Perawat di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014

1 Tanah Putih 47
2 Pujud 36
3 Tanah Putih Tanjung Melawan 13
4 Rantau Kopar 9
5 Bagan Sinembah 101
6 Simpang Kanan 29

~
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7 Kubu

8 Pasir Limau Kapas 19
9 Kubu babussalam 63
10 Bangko 226
11 Sinaboi 8

12 Batu hampar 8

13 Pekaitan

14 Rimba Melintang 23
15 Bangko Pusako 45

Jumlah 627
Sumber: BPS Rokan Hilir (2015)

Berdasarkan gambar diatas kita dapat mengetahui bahwa jumlah Perawat yang ada di
Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 ada sebanyak 627 orang yang tersebar di setiap
Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan yang tidak memiliki perawat adalah
Kecamatan Kubu dan Kecamatan Pakaitan. Perawat di Kecamatan Bangko dan Bagan
Sinembah adalah jumlah Perawat terbanyak di Kabupaten Rokan Hilir yaitu senyak 226 Perawat
dan 101 Perawat.

c. Bidan

Bidan adalah salah satu petugas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kepada
masyarakat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Bidan telah diakui sebagai sebuah
profesi dan untuk dapat dikatakan sebagai seseorang yang bekerja profesional. Secara ringkas,
terdapat standar minimal 9 (sembilan) tugas pokok dan fungsi, seorang bidan, yaitu (i)
melaksanakan asuhan kebidanan kepada ibu hamil (Ante Natal Care), (i) melakukan asuhan
persalinan fisiologis kepada ibu bersalin (Post Natal Care), (iii) menyelenggarakan pelayanan
terhadap bayi baru lahir (kunjungan neanatal), (iv). mengupayakan kerjasama kemitraan dengan
dukun bersalin di wilayah kerja puskesmas. (v) memberikan edukasi melalui penyuluhan
kesehatan reproduksi dan kebidanan. (vi). melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana (KB)
kepada wanita usia subur (WUS). (vii) melakukan pelacakan dan pelayanan rujukan kepada ibu
hamil risiko tinggi (bumil risti). (viii) mengupayakan diskusi audit maternal perinatal (AMP) bila
ada kasus kematian ibu dan bayi. Dan (ix) melaksanakan mekanisme pencatatan dan pelaporan
terpadu pelayanan puskesmas.

Pada tahun 2014 jumlah Bidan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir adalah sebanyak 552 orang,
dimana tersebar disetiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir terkecuali kecamatan
Kubu dan Kecamatan Pekaitan. Kecamatan Bangko dan Bagan Sinembah adalah
Kecamatanyang memiliki jumlah terbesar di Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebanyak 154 Bidan di
Kecamatan Bangko dan 130 Bidan di Kecamatan Bagan Sinembah.
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Tabel 1I-22: Jumlah Bidan Di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014

1 Tanah Putih 45
2 Pujud 36
3 Tanah Putih Tanjung Melawan 18
4 Rantau Kopar 8
5 Bagan Sinembah 130
6 Simpang Kanan 14
7 Kubu
8 Pasir Limau Kapas 28
9 Kubu babussalam 40
10 Bangko 154
11 Sinaboi 9
12 Batu hampar 13
13 Pekaitan
14 Rimba Melintang 23
15 Bangko Pusako 34
Jumlah 552

Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum

Menurut UU RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dimana jalan didefinisikan sebagai prasarana
transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air,
kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

2.3.1.3.1. Perkembangan Jalan

a. Kondisi Jalan

Kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan
rusak berat. Terminologi ini didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan dengan
penjelasan sebagai berikut:

3. Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan
dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan <
6%), sehingga arus lalu - lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain

dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.

4. Kondisi Sedang (S) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan
dan saluran samping dalam kondisi sedang menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6 -
10 %). Kerusakan yang ada belum (atau sedikit saja) menimbulkan gangguan terhadap

kelancaran arus pergerakan lalu — lintas.
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Kondisi Sedang Rusak (SR) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan,
bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menuju rusak menurut kriteria
teknis (tingkat kerusakan 10 s/d 16 %). Kerusakan yang ada mulai menimbulkan
gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu — lintas, sehingga kendaraan harus

mengurangi kecepatannya.

Kondisi Rusak (R) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan
dan saluran samping dalam kondisi rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 16
sld 20 %). Kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan
lalu - lintas, sehingga kendaraan harus berjalan secara perlahan - lahan, mengurangi
kecepatannya, kadangkala harus berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan

pada permukaan perkerasan.

Kondisi Rusak Berat (RB) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan,
bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak berat menurut kriteria teknis
(tingkat kerusakan > 20 %). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak
dapat lagi dilewati olen kendaraan roda — 4, atau hanya dapat dilewati dengan
kecepatan sangat rendah.

Untuk kondsi jalan Kabupaten di Kabupaten Rokan Hilir cukup bagus dimana keadaan jalan

rusak dan rusak berat lebih sedikit jika dibandingkan dengan keadaan jalan sedang dan baik,
walaupun jalan baik mengalami penurunan pada tahun 2013-2016 sebesar 590 km yang

sebelumnya berjumlah sebesar 1.005 km. Sedangkan untuk jalan rusak hanya berjumlah
sebesar 252,99 km pada tahun 2008-2010 dan mengalami kenaikan menjadi 1,050 km pada
tahun 2013-2014 serta mengalami penurunan menjadi 298,4 km. Sedangkan untuk jalan rusak
berat mengaalami kenaikan dari 54 km pada tahun 2010 menjadi 59 km pada tahun 2016.

Dengan demikian pemerintah harus memperhatikan keadaan jalan rusak dan rusak berat yang
ada di kabupaten Rokan hilir untuk kedepannya untuk menjadikan Kabupaten Rokan Hilir lebih

maju dimasa yang akan datang. Untuk data pada tahun 2015 tidak terdapat informasi atau data.
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Gambar [1-26: Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Rokan Hilir Tahun

2008- 2016
1.200
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0
2008 2009 2010 2013 2014 2016
HBaik 1.005 1.005 1.005 590 590 590
mSedang 570,2 570,2 570,2 1.050,00 1.050,00
= Rusak 252,99 252,99 252,99 3574 357.4 298,4
Rusak Berat 54 54 54 59

Sumber: BPS Rokan Hilir (2015)

Untuk keadaan jalan provinsi yang adadi Kabupaten rokan Hilir padatahun 2008-2014 tidak ada
mengalami perubahan. Dimana jalannya lebih baik jalan yang baik, yang mana jalan baik itu
sebesar 112,15 km , jalan sedang 32,50 km dan jalan rusak 5 km.

Gambar [1-27: Perkembangan Kondisi Jalan Negara di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2008 -

2014
120,00
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2008 2009 2010 2013 2014
B Baik 112,15 112,15 112,15 112,15 112,15
B Sedang 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50
m Rusak 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Rusak Berat

b. Jenis Permukaan

Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)
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Gambar [1-28: Jenis Permukaan jalan Kabupaten di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2008-2016

900,00
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Axis Title

2008 2009 2010 2013 2014 2016
mAspal | 699,84 | 699,84 | 699,84 | 59573 595,73 595,73

m Kerikil| 292,93 292,93 292,93 | 249,47 | 249,47 | 41591
mTanah | 829,76 829,76 829,76 706,3 706,3 249,47
Beton| 488,52 | 488,52 488,52 | 41591 415,91 706,3

Su

mber: BPS Rokan Hilir (2015)

Berdasarkan data diatas panjang jalan berdasarkan jenis permukaannya bersifat stabil dan
cenderung menurun , dimana terdiri atas aspal, kerikil, tanah dan beton. Keadaan jalan jenis
permukaan di kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 masih didominasi oleh jalan tanah yaitu
sebesar 828,76 km dan mengalami penurunan padatahun 2013-2014 sepanjang 706,30 km dan
mengalami penurunan menjadi 249,47 km. Untuk jenis permukaan jalan terekecil terdapat pada
jenis permukaan kerikil yang hanya 292,93 km pada tahun 2008-2010 dan baru mengalami
penurunan pada tahun 2013-2014 sebesar 249,47 km tetapi pada tahun 2016 mengalami
kenaikan menjadi 415,91 km.

Sedangkan untuk permukaan jalan Provinsi dan Negara yang ada di Kabupaten Rokan Hilir pada
tahun 2008-2014 tidak mengalami perubahan sama sekali. Dimana Permukaan Jalan Provinsi
yang aspal berjumlah 107,95 km dan kerikil sebanyak 41,70. Sedangkan untuk permukaan jalan
negara berjumlah sebanyak 120 km aspal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di gambar di bawah
ini sebagai berikut: Untuk data tahun 2015 tidak terdapat informasi yang relevan.
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Gambar 1I-29: Jenis Permukaan jalan Provinsi di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2008-2014
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Sumber: BPS Rokan Hilir (2015)

Gambar 11-30: Jenis Permukaan Jalan Negara di kabupaten Rokan Hilir Tahun 2008 -2014
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2.3.1.3.2. Jembatan

Jembatan secara umum adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua
bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur
sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya yang melintang tidak sebidang dan
lain-lain. Dengan berkembangnya teknologi ada berbagai macam jenis jembatan yang di bangun
unutk keperluan mobilisasi baik itu berdasarkan fungsi jembatan tersebut, dimana jembatan itu di
bangun, bahan kontruksi yang digunakan serta tipe struktur yang di aplikasikan pada jembatan.
Berdasarkan fungsinya jembatan di bagi menjadi (a) Jembatan jalan raya (highway bridge), (b).
Jembatan jalan kereta api (railway bridge), (c) Jembatan pejalan kaki atau penyeberangan
(pedestrian bridge). Berdasarkan lokasi jembatan dibagi menjadi (a) Jembatan di atas sungai
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atau danau serta laut, (b) Jembatan di atas lembah, (c) Jembatan di atas jalan yang ada (fly
over), (d) Jembatan di atas saluran irigasi/drainase (culvert), dan (d) Jembatan di dermaga
(jetty). Berdasarkan bahan konstruksinya, jembatan dapat dibedakan menjadi beberapa macam,
antara lain (a) Jembatan kayu (log bridge), (b) Jembatan beton (concrete bridge), (c) Jembatan
beton prategang (prestressed concrete bridge), (d) Jembatan baja (steel bridge), (e) Jembatan
komposit (compossite bridge).

a) Jumlah Jembatan

Pada tahun 2014 jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir adalah sebanyak 66 buah
jembatan yang terdiri dari jembatan beton sebanyak 33 buah dan jembatan komposit sebanyak
30 buah sedangkan untuk jembatan kayu dan rangka tidak ada di Kabupaten Rokan Hilir.

Gambar [I-31: Panjang Jembatan di Kabupaten Rokan Hllir Berdasarkan Kontruksi pada tajun
2008-2014
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Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

b) Panjang Jembatan

Keadaan Panjang jembatan di Kabupaten Rokan Hilir mulai dari tahun 2008 — 2014 tidak
mengalami perubahan. Dimana untuk jenis jembatannya terdiri dari beton, komposit, kayu dan
rangka. Untuk jenis jalan beton sebesar 14 km, koposit 251 km, kayu 206 km serta rangka
sebesar 785 km.

N\
g R



T [' i [' [' ” & e RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab I

Gambar 32: Panjang Jembatan di Kabupaten Rokan Hllir Berdasarkan Kontruksi pada
tajun 2008-2014
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Gambar 11-33: Kondisi jenis lantai Rumah di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2012 2013
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Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

2.3.1.4. Bidang Urusan Penataan Ruang

Menurut darf rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rokan Hilir yang
saat ini dalam tahap proses pengesahan, dan Menunggu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Provisi Riau sebagai acuan dalam dalam penalaah RTRW kabupaten Rokan Hilir.

2.3.1.5. UrusanPerumahan Dan Kawasan Pemukiman
2.3.1.5.1. Perumahan

Perumahan merupakan kebutuhan primer yang harus dimiliki oleh manusia yang merupakan
salah satu indikator tingkat kesejahteraan. Kualitas perumahan dan fasilitas yang melengkapinya
merupakan sarana penunjang yang mempengaruhi aspek lainnya seperti kesehatan dan
pendidikan Karena itu penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat menjadi hal yang
penting.

2.3.1.5.2. Rumah Layak Huni

Konsep rumah layak huni menurut Kementerian Perumahan Rakyat dilihat adalah kualitas dari
jenis atap, lantai, dan dinding dari rumah.Perumahan tidak layak huni adalah kondisi dimana
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rumah beserta lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik
secara fisik, kesehatan maupun sosial, dengan kriteria sebagai berikut (a) Luas lantai perkapita,
di kota kurang dari 4 m2 sedangkan untuk di desa kurang dari 10 m2. (b) Jenis atap rumah
terbuat dari daun dan lainnya. (c) Jenis dinding rumah terbuat dari anyaman bambu yang belum
diproses. (d) Jenis lantai terbuat dari tanah dan (e) Tidak mempunyai fasilitas umum misalnya
untuk kamar mandi atau MCK.

Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

Dari gambar diatas diketahu bahwa keadaan lantai tanah lebih kecil jika dibandingkan dengan
lantai rumah bukan tanah di Kabupaten Rokan Hilir. Dimana Pada tahun 2012 jumlah lantai
rumah tanah yang ada yaitu sebesar 3,49 persen dan mengalami penurunan menjadi 2,16
persen pada tahun 2013. Sedangkan untuk lantai rumah bukan tanah, pada tahun 2012 sebesar
96,51 persen dan mengalami peningkatan menjadi 97,84 persen pada tahun 2013.

Untuk rata - rata luas lantai yang digunakan untuk setiap rumah tangga di kabupaten Rokan Hilir
pada tahun 2011 adalah 57,05 meter persegi. Sedangkan untuk rata-rata luas lantai perkapita
tercatat 12,71 meter persegi . Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesehatan anggota rumah
tangga yang menghuni rumah sudah baik dimana telah memenuhi batasan minimal kesehatan
yaitu 8 meter persegi.

Gambar [1-34: Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Kabupaten Rokan Hilir
dan Provinsi Riau Tahun 2014

40,00

35,00

30,00
Tg 25,00
; 20,00
& 1500

10,00

5,00 f— .

Y00 edingd S Sumur Tak -

Ai?KI;i;::n Eorpa Terll:::zlllllrng T:rl;illtltrlll:g Mata/i Laloniye

B Riau 14,56 24,99 25,78 10,44 1,44 22,78
B Rokan Hilir 8,34 12,46 31,81 12,57 0,00 34,81




D 151
\ RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab Il

o —— |
[TITTTTT #7771 et S vk

Gambar 11-35: Persentase Rumah Tangga Menurut Penerangan di Provinsi Riau dan
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014
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® Rokan Hilir 82,47 13,38 0,45 3,69 0,00
® Bengkalis 86,12 12,14 0,00 173 0,00
Kepulauan Meranti| 65,53 23,46 0,06 8,76 2,19
® Dumai | 91,06 | 655 0,00 131 058

Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015)

2.3.1.6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyrakat

Pelaksanaan pembangunan memerlukan kondisi yang kondusif dari aspek keamanan,
ketertiban, tingkat kriminalitas. Agenda pembangunan ini termasuk dalam agenda aman dan
damai. Tindak kriminalitas pada suatu wilayah atau daerah secara signifikan mengganggu
aktivitas masyarakat dan pembangunan. Untuk itu, tingkat kriminalitas merupakan salah satu
gamabaran tentang kondisi daerah yang aman, tertib dan damai.

Tabel II-23: Banyaknya Kejahatan Dan Yang Diselesaikan Polres Rokan Hilir Tahun 2005-2012

Tahun Jumlah Kriminalitas Persentase
Perkara Diselesaikan Sisa

2005 395 228 167 57.72
2006 766 386 380 50.39
2007 729 382 347 524
2008 739 403 336 54.53
2009 752 351 401 46.68
2010 756 323 433 42.72
2011 763 249 514 32.63
2012 726 413 356 56.89

Jumlah 5626 2735 2934 393.96

Sumber: Rokan Hilir Dalam Angka 2015

Gambaran data menujukan jumlah persentase sisa kasus yang masih belum diselesaikan masih
dalam kategori besar hal ini harus menjadi pertinbangan khusu bagi pemerintah kabupaten
Rokan Hilir dalam menangagi isu tersebut.

2.3.1.7. UrusanSosial

Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial pelayanan
PMKS yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada
daerah (Permensos 129/HUK/2008). Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 mengatur bahwa
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memprioritaskan enam urusan pelayanan dasar
yang disebutkan pada pasal 12, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang ,
perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindufngan N
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masyarakat dan sosial. Artinyanya, keenam program pelayanan dasar ini mendapat prioritas
pembiayaan, SDM, sarana/prasarana dan manajemen sehingga dapat berjalan baik di tingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015).

Gambar 11-36: Jumlah Organisasi Sosial Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten/Kota yang

ada di Provinsi Riau tahun 2011-2015
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Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015)

Gambar 1I-37: Jumlah Wanita Tuna Asusila Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten/Kota yang
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Gambar 11-38: Jumlah Panti Sosial Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten/Kota yang ada di
Provinsi Riau tahun 2014
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2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Urusan Ketenaga Kerjaan

Tenaga kerja merupakan faktor terpenting dalam proses produksi atau dalam kegiatan
pembangunan. Sebagaimana sarana produksi lainnya, maka tenaga kerja lebih penting dari
sarana lainnya karena tenaga kerjalah yang mengerakkan sumber-sumber tersebut untuk
menghasilkan barang dan jasa. Tenaga kerja bersumber dari penduduk, tetapi tidak semua
penduduk yang ada merupakan tenaga kerja. Hanya penduduk yang telah mencapai usia
tertentu sebagai angkatan atau tenaga kerja yang potensial

2.3.2.1.1. Perkembangan Ketenagakerjaan

Tabel II-24: Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013-2014

Usia Kerja (jiwa) 396.687 | 396.687
Angkatan Kerja (%) 61,15 61,76
Bekerja (%) 57,46 57,46
Pengangguran (%) 6,04 6,04
Bukan Angkatan Kerja (%) 38,85 38,24
Sekolah (%) 11,63 11,63
Mengurus Rumah Tangga (%) 23,97 23,97
Lainnya (%) 3,25 3,25
TPT (%) 6,04 6,25
TPAK (%) 61,15 61,76
© )
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Berdasarkan statistik ketanegakerjaan yang ada di Kabupaten Rokan Hlir pada tahun 2013
sampai 2014 menunjukan angka usia kerja termasuk tinggi di daerah ini dimana mencapai
396.687 jiwa dengan persentase angkatan kerja sebesar 61,15 persen pada tahun 2013 dan
mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 61,76 persen. Dimana tingkat pengaguran di
Kabupaten Rokan Hilir cukup rendah jika dibandingkan dengan kab/kota lainnya yang hanya
6,04 persen. Sedangkan Jumlah penduduk yang bekerja itu sebesar 57,46 persen yang melebih
sebahagian jumlah penduduknya dimana sisanya terdiri atas penduduk yang sekolah sebesar
11,63 persen, Mengurus rumah tangga23,97 persen dan lainnya sebesar 3,25 persen.

23.2.1.2. Perkembangan TPAK dan TPT

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap
jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas). Semakin tinggi TPAK berarti semakin besar pula
keterlibatan penduduk usia 15 tahun keatas ke dalam pasar kerja. Sedangakan Tingkat
Pengagguran Terbuka (TPK) adalah perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah
angkatan kerja. Untuk melihat bagaimana perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Rokan Hilir
dan Provinsi Riau dapat dilihat di garfik dibawah ini sebagai berikut:

Gambar 11-39: Perkembangan TPAK kabupaten Rokan Hilir tahun 2010-2014
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Gambar 1-40: Perkembangan TPT kabupaten Rokan Hilir tahun 2010-2014

Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015)
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Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015)

2.3.2.2. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk
menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana oleh
pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima
Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan
yang seimbang. Gerakan Keluarga Berencana Nasional Indonesia telah berumur sangat lama
yaitu pada tahun 70-an dan masyarakat dunia menganggap berhasil menurunkan angka
kelahiran yang bermakna. Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa
dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti
kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.

Gambar 11-41: Jumlah Akseptor Baru KB Menurut Alat Pengguna Kontrasepsi Provinsi Riau

2014
25000
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0 uu ik du .,
Kflan.tal.) Indrogi] In(lr.a.gln |Pe|a|awan Siak Kampar Rakar Bengkalis | Rokan Hilir Kepulaua.n Pekanbaru| Dumai
Singingi Hulu Hilir Hulu Meranti
=|UD 589 343 153 .‘ 464 414 259 309 776 53 56 3.176 228
EPIL 3.263 3.069 11.456 ‘ 3.888 3.445 4.020 3.748 4.863 4.662 1172 7.611 5.031
mKondom | 1.078 559 832 | 827 711 504 832 1.396 1.095 508 1.815 780
mSuntikan| 5837 6.545 12.418 " 6.563 6.852 9.239 4.696 10.218 9.002 2.412 19.140 7.767
mSusuk 1.298 855 837 973 766 2.945 1.476 784 718 267 1.671 1.097
BEMOP 70 2 13 " 11 31 23 0 72 0 77 43 18
MOW 76 60 14 123 138 164 38 421 176 29 1.205 156
Sumber: BPS, Provinisi Riau (2015)
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Gambar [1-42: Jumlah Akseptor Aktif KB menurut Penggunaan Alat Kontrasepsi Di Kabupaten/Kota

_— Provinsi Riau Tahun 2014
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miUD 1.730 2.813 7.933 820 3.725 3.633 3.169 1.700 91 328 17.974 1.056
mPIL 13.180 15.641 42.410 15.350 22.977 37.185 42.259 19.978 4319 2.513 36.313 10.140
EKondom | 1182 2.972 3.419 1.260 3.054 3.245 4.446 2.481 938 902 5.956 4.091
ESuntikan| 21.275 27.858 33.397 20.226 33.336 63.320 31.982 25.959 8.092 13.516 46.946 13.675
B Susuk 8.821 5.783 10.546 2227 6.975 15.298 7.255 1.785 799 1439 8.780 2942
uMoP 283 140 249 11 62 281 190 75 0 93 172 37
nMow 608 1.007 281 281 999 1.692 569 784 173 44 5.240 630

Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015)

Gambar [1-43: Target dan Realisasi Akseptor KB Aktif di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2014
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2.3.2.3. Urusan Lingkungan Hidup

Penanganan sampah

Untuk penangan sampah pada Kabupaten Rokan Hilir masih jauh dari memadai dimana TPS
yang tersedia saat ini hanya 2 unit dengan kapsitas daya tampung sebanyak 36 Ton sedangka
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36
2

46.679

Tabel II-25: Kondisi Pengelolaan Sampah Kabupaten Rokan Hilir 2015

1. Jumlah Tempat Pembuangan Sampah
2. Kapasitas Daya Tampung TPS
3. Tempat Pengolahan Akhir (TPA)
4. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
5. Volume Produksi Sampah

6. Volume Sampah Yang Ditangani

produksi sampah untuk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun akhir tahun 2015 sebanyak 46.679
Ton per tahun

Unit
Ton
Unit
Unit
Ton
Ton

Gambar [I-44: Jumlah Kecmatan, kelurahan/Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Tahun 2014
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Gambar 11-45: Jumlah Kecmatan, kelurahan/Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun

2014
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B Kecamatan 15 14 20 12 14 21 ’ 16 8 18 9 12 7
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2.3.2.4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan
dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya,
politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga
kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.

2.3.2.5. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan
melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sehingga sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasar asas kekeluargaan.Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah
(i) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, (ii) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi, (iii)
Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota, (iv)
Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, (v) Kemandirian, (vi) Pendidikan
perkoperasian dan (vii) Kerjasama antar koperasi. Prinsip Koperasi berdasarkan UU No. 17 Th.
2012 yaitu modal terdiri dari simpanan pokok dan surat modal koperasi(SMK)

Usaha Kecil dan Menengah(UKM) adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil
yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden Rl no. 99
tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalahKegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan
bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk
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mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun
1995 adalah sebagai berikut (i) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua
Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (ii) Memiliki hasil
penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), (iii) Milik Warga
Negara Indonesia, (iv) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang
perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung
dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar dan (v) Berbentuk usaha orang perorangan , badan
usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi

2.2.1.14.1. Perkembangan Koperasi

Pada tahun 2014 di Kabupaten Rokan Hilir tercatat 222 unit koperasi yang terdiri dari 10 KUD,
76 Koperasi Simpan Pinjam, 5 koperasi fungsional, 93 koperasi serba usaha dan 38 koperasi
lainnya. Dilihat dari penyebarannya, sebanyak 53 unit koperasi di Kecamatan Bagan Sinembah,
34 unit koperasi di Kecamatan Bangko, Kubu 6 unit koperasi, 34 unit koperasi di
KecamatanTanah Putih dan 18 unit koperasi di Kecamatan Pujud. Dari sejumlah koperasi
yangada, terdapat 18.443 anggotyang terdiri dari 1.809 anggotaKUD, 9.805 anggota
koperasiSimpan Pinjam, 601 anggotakoperasi fungsional, 5.416anggota koperasi serba
usahadan 812 anggota koperasilainnya. Kecamatan Bagan Sinembahdengan 53 unit koperasi
memiliki11.077 orang anggota.Sedangkan untuk KecamatanBangko, Kecamatan Tanah Putih
,Kecamatan Bangko Pusako, danPujud sesuai dengan banyaknya koperasi masing-masing 34,
34,27 dan 18 unit koperasi memilikijumlah anggota perkecamatansebanyak 1.142, 1.377, 694
dan 375 orang.

Simpanan koperasi padatahun 2014 sebanyak Rp. 3,37milyar terdiri dari Rp. 105,59
jutasimpanan KUD, Rp. 93,42 jutasimpanan koperasi fungsional,Rp. 458,51 juta
simpanankoperasi serba usaha dan Rp.89,2 juta simpanan koperasilainnya. Sebagian besar
simpanankoperasi di Kabupaten RokanHilir berasal dari Koperasi diBagan Sinembah yaitu
sebanyakRp. 2,64 milyar (78,33 persen).Sedangkan untuk KecamatanBangko, Kecamatan
Tanah Putih ,Kecamatan Bangko Pusako danKecamatan Pujud hanyamempunyai simpanan
koperasisebesar Rp. 362,1 juta (10,72persen), Rp. 132,2 juta (3,91persen), Rp. 7,53 juta (0,02
persen) dan Rp. 13,97 juta (0,42) untuk lebih jelasnya apat dilihat di Grafik dibawah Ini sebagai
berikut:
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Gambar [I-46 : Banyaknya Koperasi Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014
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Gambar [1-47 Banyaknya Anggota Koperasi Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014
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Gambar [1-48: Banyaknya Simpanan Anggota Koperasi Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 (Ribu Rp)
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bawah ini sebagai berikut:

2.3.2.6. Urusan Penanaman Modal

e PMA (Penanaman Modal Asing)

Selama periode 2011-2014 jumlah investasi Penanaman Modal Asing di Kabupaten Rokan
Hilir cenderung mengalami penurunan. Tetapi jumlah perusahaan dan tenaga kerja akibat
dari penanaman modal asing mengalami kenaikan dari tahun 2011-2013. Pada tahun 2012
Penanaman Modal Asing tidak ada di Kabupaten Rokan Hilir. Untuk lebih jelasnya
bagaimana perkembangan investasi penanaman modal asing dapat dilihat di gambar di

Gambar 1I-49: Jumlah Investasi PMA, Perusahaan dan Tenaga Kerja di Kabupaten Rokan

Hilir Tahun 2011-2014
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Gambar [1-50: Jumlah Investasi PMDN , Perusahaan dan Tenaga Kerja di Kabupaten

Rokan Hilir Tahun 2011-2014
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2.3.2.7. Urusan Kebudayaan

Tabel 1I-26: Perkembangan Seni Budaya Dan Olah Raga Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2011 S/D 2016

Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. JUMLAH GROUP 1 19 24 31 36 41
KESENIAN GROUP  GROUP  GROUP  GROUP  GROUP  GROUP
2.  JUMLAH GEDUNG 1 UNIT 1 UNIT 1 UNIT 1 UNIT 1 UNIT 1 UNIT
KESENIAN

Gambaran untuk pengiat seni khususnya group gambus terdapat pada Kecamatan
bangko,bangko pusako, tanah putih sidinginan, tanah putih t. Melawan,kubu,bagan
sinembah, untuk Group Rebbana terdapat pada 18 Kecamatan, untuk Sanggar Seni Tari dan
Musik 6 Kec.: bangko, kubu, tanah putih sediginan,bagan sinembah,bangko pusako,pasir
limau kapas. Sedangkan untuk seni teater terdapat 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Bangko
dan Kecamatan Bangko Pusako.

2.3.2.8. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Negeri
Perkembangan Kelembagaan swadaya masyarakat dapat dilihat pada Tabel II-27dan tingkat
partisipasi politik partai, lembaga dan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 11-28.

Tabel 1I-27: Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Pada Tahun 2016

1. Jumlah LSM Lokal ** 135 Buah
1). LSM Lokal Terdaftar 63 Buah
2). LSM Lokal Tidak Aktif 72 Buah

2. Jumlah LSM Nasional ** 7 Buah
1). LSM Nasional Terdaftar 7 Buah
2). LSM Nasional Tidak Aktif 0 Buah

Tabel 1I-28: Jumlah Partai Politik Dan Tingkat Partisiapsi Politik Masyarakat

1. Jumlah Parpol Daerah 12 Partai

2. Jumlah Parpol Peserta Pemilu 12 Partai
Karakteristik Politik Masyarakat *

1. Jumlah Pemilih 399.957 Orang
Tingkat Partisipasi Pemilih *

1. Jumlah Pemilih 242.947 Orang
Organisasi Kemasyarakatan *

1. Jumlah Orkesmas Berdasarkan Profesi 19 Buah

2. Jumlah Orkesmas Berdasarkan Agama 1 Buah
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2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran lll, dilakukan terhadap indikator-
indikator ~ kinerja ~ penyelengaraan  urusan  pilihan  pemerintahan  daerah
provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya
mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.
Berturut-turut berbagai indikator urusan pilihan pemerintahan dijelaskan pada bagian berikut
ini.

2.3.3.1. Urusan Pertanian

Pertanian berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia sebagai bahan makan sumber
energi, protein dan lemak. Selain untuk konsumsi, kelebihan produksi produk-produk
pertanian dapat dijual kepada pihak lain sebagai sumber pendapatan petani. Pertanian
dalam arti luas mengandung makna berbagai macam produk pertanian dapat dikelompokkan
menjadi pertanian tanaman pangan, hortikulura, perkebunan, peternakan, serta perikanan
dan kelautan. Pembahasan pada bagian ini difokuskan pada tanaman padi, palawija,
hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Gambar 11-51: Luas Lahan Sawah dan lahan Kering di Kabupaten Rokan Hilir 2014
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Sebagai media tanam untuk menghasilkan produk-produk pertanian, faktor produksi yang
paling utama adalah ketersediaan lahan. Di Kabupaten Rokan Hilir, lahan dapat dibagi
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menjadi lahan sawah dan lahan kering. Luas lahan kering pada tahun 2014 adalah sebesar
92.480 ha dan luas lahan sawah sebesar 21.251. luas lahan kering lebih di Kabupaten
Rokan Hilir lebih besar jika di bandingkan dengan luas lahan sawah. Ketahanan pangan
menjadi salah satu program unggulan dan program prioritas Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat. Ketahanan pangan secara eksplisit dinyatakan dalam “Nawacita Jokowi-
JK?, selaku Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Program ketahanan pangan
saat ini tidak lagi terfokus pada ketahanan pangan, namun telah meningkat menjadi program
kemandirian pangan, dan pada masa mendatang akan meningkat menjadi program
kedaulatan pangan.

2.3.3.1.1. Pertanian Tanaman Pangan

Data tanaman pangan meliputi luas panen dan produksi tanaman bahan makanan, sayur
sayuran dan buah-buahan yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten
Rokan Hilir. Selama periode 2014 luas panen tanaman padi adalah 10,321 hektar (ha), yang
terdiri dari padi sawah 10.321 ha dan padi ladang 0 ha. Sedangkan produksinya 36.845,97
ton yang terdiri dari padi sawah 36.845,97 ton dan padi ladang 0,00 ton. Sedangkanluas
panen tanaman pangan lainnya hanya 10,93 persen dari total luas panen tanaman pangan
yaitu 11.588,00 ha dengan produksi 36.845,97 ton. Luas panen tanaman sayursayuran
adalah 781 ha dengan produksi 1.570,00 ton, sedangkan produksi tanaman buah-buahan
sebesar 13.241,00 ton.

e Padi Sawah

Gambar 11-52 Luas dan Produksi Padi Sawah Berdasarkan Kecamatan di Kabupten Rokan Hilir 2014

Sumber; BPS, Rokan Hilir (2015)

Seluas 10.321 (ha) lahan padi sawah di kabupaten Rokan Hilir tersebar di setiap kecamatan
yang ada terkecuali kecamatan Tanah Putih, Pujud, rantau Kopar, Tanjung Medan dan
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